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Puji syukur ke hadirat Allah SIryT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-l'lya kepada kita

semua sehingga Laporan Akuntabilitas l(inerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2[20 pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Ferlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat telah dapat diselesaikan.

Lapnran Akuntabilitas ffinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi

pertanggun$awaban kinerja CIrganisasi Ferangkat 0aerah dalam mencapai tujuan atau sasaran

strategisnyn, 0engan adanya LAKIP. diharapkan Binas Pemherdayaan Ferempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi $umatera Barat dapat menjadi lnstansi Pemerifiah yrng Akuntahel, suhingga dapat

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secoro efisign, efrktif, transparan dan drpat

dipertanggungawabkan.

lfupada seluruh pejabat dnn staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan

LAKP ini disampaikan terima ka$h.

Padang, 25 Januari 2ll2l

0inas Femherdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Frovinsi Sumatera Barat

Kepala,

RAIJMAD, },l},

Pembina Utama t'luda

l\ltP. rg8ff0stg tg8E02 I [nE
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I Mekanisrne Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi adalah laporan kinerja yang memberikan penjelasan

mengenai pertanggung jawaban kinerja [)inas Pemherdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prnvinsi

Sumatera Barat selama setahun dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Neqara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refnrmasi Eirokrasi Nnmor 29 lahun 20lU tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan (inerja dan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Feraturan Gubernur

Prnvinsi Sumatera Barat Nomor il Tahun 202[ tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah di lingkungan Pemerintah daerah Pruvinsi Sumatera Barat.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja

atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang herlaku (TAP l'lPR Xll|398 E IJU Numor 28 Tahun l$98.)

I Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan [}inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prnvinsi

Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam IIPJlr,|[) Prnvinsi Sumatera Barat perinde 20lE-2821 diuraikan

dalam E (Enam ) sasaran strategis. kenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan l0 (sepuluh) indikatsr kinerja pada 0PPPA Provinsi Sumatera Barat. llincian tingkat capaian

kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut;
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U fii,ngkasim Kinsrlr
IJinas Femberdayaan Perempuan dan Ferlindungan Anak Pruvinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian

kinerja tahun 2[2[ sehagaimanff yarg ditetapkan dalam dskumen penetapan kinerja dan dnkumen

perencanaafl Dinas Pemherdayaan Perempuan dan Ferlindungan Anak Prsvinsi $umatera Barat yang

mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

I Pemanfaatar LA(tP

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- Penyempurnaan dokumen perenranaan periode yang akan datang;

- Penyempurnaan pelaksanaan program dan ke$atan yang akan datang:

- Penyempurnaan berbagai kebilakan yang diperlukan
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I. PEilDAHULUAN

A. Eambanan Erganisasi

I f eberhasilan penrapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian

N 
pembangunan ekonnmi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumLer daya

manusianya. Pnmbangunan kualitss hidup,manusia merupakan upaya terus-menerus

yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lehih haik. llpaya pemhangunan ini

ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin terentu. Namun demikian

tidak dapat dipungkiri, pada peEksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal ini

disebahkan oleh herhagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Psrsualan

yang paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan

pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gendur. pemherdayaan perempuan

dan dan perlindungan anak.

L DasarPembentukan 0inas

Dinas Pemherdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (0PFPA) Pruvinsi Sumatera Barat yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Pruvinsi Sumatera Earat Nomor I lahun Z0lH tentang

Fembentukan dan Susunan Perangkat 0aerah Frovinsi Sumatera Barat. rnerupakan unsur penunjang

Pemerintah Prnvinsi yang dipimpin oleh sehrang Kepala Dinas yang berada di bawah dan langsung

hertanggung jawab kepada Eubernur melalui Sakretaris 0aerah. Selanjutnya Feraturan [uhernur Sumatera

Barat Nsmsr 78 Tahun ZtllE tentang Kedudukan, Susunan [rganisasi dan Fungsi serta Tata Kerja 0inas lJasrah;

Kantnr Dinas Pemberdayaan Ferempuan dan Perlindungan Anak Prnvinsi $umatera Barat

beralamat di Jalan fiasuna Said No. 74 Padans, Telp. 0i5l ?[53781 Fax. 0751 7[58781 Padang (25114).

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungawahkan keberhasilsn/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodilc terdiri dari berbagai knmponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perenranaan Kinerja,

Pelaporan ffinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan lnformasi Kinerja.
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0inas Pemherdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat memiliki

kewajihan untuk menyampaikan laporan Akuntahilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) kepada Eubernur

Sumatera Earat yang diukur berdasarkan lndikator Knerja Utama (|ffi) dalam Renstra 2il8 - 2021.

Penyusunan Laporan Akuntahilitas ftnerja (LAKIP) 0inas Pemherdayaan Perumpuan dan Perlindungan Anak tahun 2018

dimahudkan untuk menghmunikasikan capaian kinerja 0inas Pemherdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam satu tahun arqgaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja ([A|(IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak adalah sebagai sarana hagi Pemerintah Provinsi Sumatera Earat. Selain sebagai bahan

evaluasi akuntabilitas kinerja, LAflP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

a. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan

benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang

transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;

b. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efehif dan responsif

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan knndusif;

c. ii{enjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang herkepentingan dalam rangka

meningkatkan kinerja Pemerintah Pruvinsi Sumatera Barat guna memhantu pelayanan kepada

masyarakat lebih baik.

2. landasan Hukum

andasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LA|(IP)

0inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a Undang-Undang Nnmor 25 Tahun 20[4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Repuhlik lndonmia Tahun 2UI4 Nomor 104, Tambahan Lemharan Negara

llepublik lndonesia Nomor 4421);

Undang-undang Numor 23 Tahun 2[Il4 Undang-Undang Nomnr 32 Tahun 2004 tEntang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repuhlik lndonesia lahun 20CI4 Nsmor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndnnesia Nomnr 4437), sehagaimana telah diubah heberapa kali. terakhir dengan Undang-

lJndang Nomor 12 Tahun 2808 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang l,lomor 32 lahun 2004 tentang

Pemerintahan [Jaerah;

L
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c, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang lata fiara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pemhangunan (Lemharan Negara Republik lndsnesia Tahun ZIUE Nnmsr $8, Tamhahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nsmff 4EE3);

d. Feraturan Pemerintah Nomor I Tahun ZtlUE tentang Tahapan, Iata [ara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Perencanaan Pembangunan 0aerah (Lembaran Negara Repuhlik lndunesia Tahun 20[[ Nomnr

2l Tambahan Lembaran },|egara Republik lndonesia Numnr 4817);

E, Peraturan Pemerintah Nsmsr 19 Tahun 2lll0 tentang Tata [ara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta

Kedudukan Keuangan Euhernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi,sebagaimana yang telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomur 23 Tahun 2[ll;

f. Peraturan Pemerintah Nomsr l8 lahun Z[lE tentang Perangkat 0aerah;

g. Feraturan lr{enteri 0alam t{egeri Nsmor 15 Tahun 20[8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Eender di 0aerah, sebagaimana telah diubah dengan Ferduran }i{enteri Balam Negeri

Nomor E7 Tahun 20ll;

h. Peraturan 0aerah Provinsi Sumatera Barat Nnmor 7 Tahun 2[[8 tentang Rencana Pemhangunan Jangka

Panjang Daerah Pruvinsi Sumatera Barat Tahun 2085 - 2025;

i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun Ztll$ tentang Rencana Pemhangunan Jangka

}'lenengah 0aerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Z[lE-2[21.

j. Peraturan Daerah Prsvinsi Sumatera Earat Nsmnr I Tahun ZtllB tentang Fembentukan dan Susunan

Perangkat [)aerah Pruvinsi Sumatera Barat,

k. Peraturan Eubernur Sumatera Barat lrlumor E5 lahun 2012 tentang Pedsman Sistem Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingklngan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

L Peraturan Eubernur Sumatera Barat Nnmor 78 Tahun 20lE tentang Kedudukan, Susunan [lrganisasi dan

Fungsi serta Tata Kerja [}inas [}aerah.

m. Peraturan Euhernur Sumatera Barat Nomsr 99 Tahun 2tll7 tentang Pemhentukan llrganisasi dan

Iata Kerja lJnit Pelaksana Teknis 0aerah I)PPPA Provinsi Sumatera Earat.

Feraturan Euhernur Povinsi Sumatera Barat Nomur 7l Tahun 282[ Tentang Pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerj instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah [}aerah Prnvinsi Sumatera Earat

n.
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3. Tugas Pokok 0an Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prsvinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Eubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah

Provinsi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

l)alam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak mempunyaifungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan prnvinsi dibidang pemherdayaan perempuan

dan perlindungan analc

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan nleh gubernur.

4. Struktur 0rganisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barnt Nomor I tahun 20lE tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Earat dan Ferturan Eubernur Sumatera Barat

|'lomsr 78 Tahun 20lE tentang Kedudukan, Susunan 0rganisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas 0aerah Provinsi Sumatera Earat. maka susunan struhur organisasi IIPPPA Provinsi Sumatera

Earat dan Peraturan fubernur Sumatera Barat Nomnr $B Tahun 2il7 tentang Pembentukan

0rganisasi dan lata Kerja Unit Pelaksana Teknis 0aerah 0PPPA Provinsi Sumatera Barat, telah

dibentuk UPTD PPA,

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon ll, lll dan lV dan UPII) psda [}PPFA Provinsi Sumatera Earat adalah

sehagai berikut :

a. fu* 0inas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pnkok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan

kebi.iakan daerah di bidang Pemherdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala flinas antara lain:

a. l'{enyelenggarakan pembinaan dan pengedalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Iinas.

b. }{enyelenggarakan penetapan kebijakan teknis 0inas sesuai dengan kebijakan 0aerah.
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E. ilenyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Ferlindungan Anak.

d, Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rBncana pembangunan Pemberdayaan Ferumpuan

dan Perlindungan Anak,

E, Mnnyelenggarakan koordinasi dan keriasnma dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga

terkait Iainnya untuk kelanuaran pelatsanaan kegiatan.

f. Menyelenggarakan ksurdinasi penyusunan llencana Strategis, Laporan Knerja Pemarintah, Lapornn

Keterangan Pertanggun$awahan dan laporan Penyelenggaraan Femerintah 0aerah serts

pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelapuran.

g. Menyelenggarakan korrdinasi kegiatan teknis Pemberdayaan Ferempuan dsn Per'lindungan Anat,

h. Menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan nleh pimpinan.

h. Selmtriat

$ekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis.

pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas senara terpadu, pelayanan administrsi dan

pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, prrgram dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi

sehagai berikut:

a. Penyelenggaraan ksordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas.

b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.

r. Penyelenggoraan pengelolaan urusan keuangan. um!m dan kepegawaian.

Adapun uraian tugas pukok dan tungsi Sehetariat meliputi:

a. Melaksanakan kosrdinasi kegiatan di lingkungan dinas.

b. Meloksanakan ksurdinasi dan penyusunan renranfl prugram dan kegiatan di lingkungan dinas.

c. l'{elaksanakan pemhinaan dan pemherian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan

dan dokumentasi lingkungan dinas.

d. Melaksanakan kogrdinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan

dinas.
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e. Me[aksanakan knurdinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan

pengelolaan indf nrmasi.

f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan

barang/jasa di lingkungan dinas.

g. l'{elaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,

Sekretariat membawahi :

D Suh. Bagian llmum dan lkpegaraian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kehijakan, knnrdinasi dan pelaksanaan kehijakan, evaluasi serta pelaporan di

bidang umum dan kepegawaian.

0alam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian lJmum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a, Felaksanaan pEnyusunan psrumusan kebilakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.

b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkrnrdinasian pelaksanaan pengelolaan umum

dan kepegawaian di lingkungan dinas.

llraian tugas pokok dan fungsi Suh Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

a. },lenyiapkan hahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.

b. l'lenyiapkan bahan pengknurdinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di

lingkungan dinas.

c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaiann meliputi analisis jabatan, analisis behan

kerja dan evaluasi jahatan di lingkungan dinas.

d. }.lenyiapkan hahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas.

B. Menyiapkan hahan pengelolaan rumah tangga dan aset.

f, Menyiapakan bahan kerja sama dan kehumasan.

g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.

h. l,lenyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan.

i. Menyiapkan hahan pemantauan, evaluasi dan pelapuran pelaksanaan tugas dukungan

teknis hidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.
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2) Suh. Baghr Pmgrzn dan lGuargan, mempunyaitugas poknk melakukan penyiapan hahan

perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

di bidang program dan keuangan.

0alam menyelenggarakan tugas prkok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program

dan Keuangan mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan

r0gram.

b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan

dan program di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi bagian Program dan Keuangan adalah:

a. }*lenyiapkan bahan perumusan kehijakan teknis di bidang keuangan dan program

b. lrlenyiapkan bahan pengkuordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan,

E. llenyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanran pragram dan kegiatan di

lingkungan dinas.

d. }'lenyiapkan hahan pengelolaan keuangan.

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pemhukuan.

f. },{enyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi

g. l'lenyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan.

h. l*{enyiapkan bahan pengendalian prugram dan kegiatan di lingkungan.

i. },lenyiapkan bahan pengelolaan data dan irformasi di bidang prrgram.

j. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan, Laporan Penyelenggaraan

PemerIntah [)aerah dan Lapnran l(eteranqan Pertanggungjawahan dinas.

k. lrlenyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang keuangan dan program di lingkungan dinas.

l. lrlelaksanakan tugas kedinasan lain diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi.

c. Bidarq [ualibs ]fidup Perampuan:

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pukok merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan. memfasilitasi. mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi
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Pengarusutamaan Eender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaar PUE dan Advukasi flrganisasi

Perempuan serta l(ualitas Keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Eidang fualitas Hidup Ferempuan

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan psrumusan kebilalan teknis, pembinaan, pelaksanaan evalursi dan Belaporan di

bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijalan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

dihidang pelembagaan PUE dan advokasi organisasi pErempuan.

c. Penyiapan bahan perumusan kehijalan teknis, pembinaan, pelaksanaan. evaluasi dan pelaporan di

bidang kualitas keluarga.

Rlncian tugas poht dan fungsi Bidang kalitas Hidup Prempuan adalah :

a. Henyiapkan bahan pErumusan kehijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemherdayaan perempuan di bidang ekonsmi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.

b. Helaksanakan furum koordinasi penyusunan kebilakan pelaksanaan pengarusutamaan gender

daa pemberdayaan perempxan dibidang eknmmi, sosial, politik hukum dsn kualitas keluarga.

c. lr{elaksanakan pengkajian kehijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas leluarga.

d, l{elaksanakan koordinasi dan sinkrsnisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan

gender dan pemherdayaan Fersmsuan di bidang *nnsmi, snsial, pnlitik hukum dan kualitas

keluarga.

E. l{elaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di bidang eksnomi. sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

f. l,lelaksanakan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan SDlr{

pelaksana pengarusutamaan gender dan pemherdayaan pErempuan dan organiasi

kemasyarakatan di bidang ekonnmi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

g. Melaksanakan penyiapan dan penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan serta

pengembangan jejaring.

h. Melaksanakan pembinaan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan pemberdayaan

psrempuan di kabupaten/kota.
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i.

j

k.

Melatsanakan peryiapan dan pelaksanaan standarisasi Iembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempusn.

Melaksanakan penguatan dan pengemhangan lembaga penyedia layanan dan jejaring PUE dan

pemberdayaan pBrBmpuan serta organisasi perempuan.

l,lelaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring dalam

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebilrkan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemherdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum

dan kualitas keluarga.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diherikan rleh atasan sesuai tugas pnkok dan fungsi.

t.

m.

Bidang Kualitas Hidup Ferempuan membawahitiga sek*i, yaitl :

D Sehi PengarusuBman Eender dan Pemhdayaan Ferempuan, mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kehijakan teknis, kosrdinasi, fasilitasi, pembinaan,

pendampingan serta evaluasi dan pembinaan di bidang Pengarusutamaan Eender dan Pemberdayaan

Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengarusutamaan Eender

dan Pemherdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Eender dan

Pemberdayaan Perempuan.

b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi di hidang

Pengarusutamaan Eender dan Femberdayaan Ferempuan

c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di hidang Pengarusutamaan Eender dan

Femberdayaan Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengarusutamaan Eender dan Pemberdayaan Perempuan

adalah;

}'{enyiapkan bahan pEnyusunfln kebijakan teknis Pengarusutamaan Eender dan

Pemberdayaan Perempuan.

l,lenyiapkan hahan pelaksanaan fsrum ksordinasi penyusunsn hbilakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

3.

h.
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l{enyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi psflsrapan ksbijakan pelalsanaan

pengarusutamaan gender dan pemherdayaan pErErrpuan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sssialisasi dan distribusi kehijakan pelaksanaan

pengarusutamaan qender dan pemberdayasn pErEmpuan.

l{enyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemherdayaEn pErEmpuan,

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampirgan secara umurn kegiatan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pErempuan di kahupaten/kota.

g. llenyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan standarisasi dan layanan pemberdayaan

perempuan.

h. l{enyiaplan bahan pelaksanaan fasilitasi kbupatenlhta dalam rangka

pengarusutamaan gender dan pemberdayflan pBrEmpuan.

i. llenyiapkan bshan pendampingan pemberdayaan pErEmpuan bidang politik, hukum, sosial

dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kaprsitas S0t,l peremBuan bidang Politi[,

hukum, sosial dan ekonsmi.

k. Henyiapkan bahan pelaksanaan layanan organisasi ksmasyarakatan pada tingkat Prsvinsi

dan kabupaten/kota untuk peningkatan efehifitas dan Efisiensi pelaksanaan

pemhangunan pemberdayaan psrsmpla{.

l. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan p€rsmpuan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2l shi khmhganr PIE ddt Adyuhsi 0rggn&rsli Pnrulrryrnn, mempunyai tugas pokok

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan

serta evaluasi di bidang pslembagaan PtlE dan Advokasi 0rganisasi Psrempuan,

llntuk melaksanakan tugas poknk sehagaimana dimaksud di atas, Seksi Pelembagaan PllE dan

Advskasi 0rganisasi Perempuan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pgnyusunan hahan kebijakan teknis di bidang Pelemhagaan PIJE dan Advokasi

[rganisasi Perempuan.

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Felemhagaan FUE dan Advnkasi Irganisasi Perempuan.

[.

d.

E.
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di hidang Pclembagaan FUE dan Advskasi [Jrganisasi

Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pelembagaan PllE dan Advukasi flrganisasi Perempuan adalah:

a. hlenyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan

gender dan advnkasi organisasi perempuan.

b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan {orum knnrdinasi penyusunan kebilaknn pelaksanaan

pelembagaan pengarusutamaan gender dan advnkasi urganisasi pErempuan.

E, Menyiapkan bahan konrdinasi dan sinkrsnisasi penerapan kebijakan pulaksanaan

pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi psrBmpuan.

d. }'lenyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, snsialisasi dan distribusi kubijakan pelaksanaan

pelembagaan pengarusutamaan gender dan advskasi organisasi.

e. Menyiapkan hahan pelaksanaan penguatan jejaring kelembagaan dan pengemhangan lembaga

penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat.

f. Menyiapkan bahan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi psnsrapan kebijakan

pelaksanaan pelemhagaan pengarusutamaan gender dan advnkasi organisasi pErEmpuan.

g Menyiapkan bahan pelaksanaan pelemhagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

pBrempuan.

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi pelembagaan PIJG dan advokasi nrganisasi

psrempuan.

i. Menyiapkan bshan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pelembagaan PUf

dan Advnkasi Irganisasi Perempuan.

j. l'1enyiapkan hahan pelaksanaan prmetaan lemhaga PUE dan [lrganisasi Ferempuan.

k. Menyiapkan bahan pemantapan jejaring kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan

Ferguruan Tinggi dalam rangka penguatan Pelembagaan Fllff dan Advokasi 0rganisasi

Ferempuan.

L l'{enyiapkan hahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelapnran penerapan kebijakan

pelaksanaan pelemhagaan pengarusutamaan gender dan Advokasi Irganisasi Furempuan.

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seki Kualitas Keluarga, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di hidang kualitas

ke lu a rga.
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lJntuk melaksanakan tugas pokuk sehagaimana dimaksud di atas. Seksi Kualitas Keluarga mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan pEnyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kualitas keluarga.

b. pelaksanaan knordinasi dan fasilitasi di bidang kualitas keluarga.

u. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan di bidang kualitas keluarga.

lJraian tugas pnknk dan fungsi Seksi Kualitas Keluarga antara lain:

a. Menyiapkan bahan pEnyusunan kebilakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan pErempuan di bidang Kualitas fuluarga.

b. l,{enyiapkan bahan pelaksanaan forum konrdinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pErempufln di bidang kualitas keluarga.

c, }'1enyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pErBmpusn di bidang kualitas keluarga.

d. lrlenyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan FErEmpuafl di bidang kualitas keluarga.

B. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapfln kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayasn psrsmpuan di bidang kualitas

keluarga.

f. [lenyiapkan hahan pendampingan. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

g. }rlenyiapkan bahan pembinan dan pendampingan peningkatan kualitas keluarga dalam

mewu.iudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat prnvinsi dan lintas kabupaten/kota

melalui partisipasi masyarakat.

h. Menyiapkan hahan pelaksanaan fasilisatasi Kelompnk l(erja Kesetaraan Eender dan Hak Anak

tingkat Pruvinsi dan lintas l(abupatenlKota,

i. Menyiapkan hahan pelaksanaan advnkasi, sosialisasi, edukasi. informasi, komunikasi dan

sinkronisasi kegiatan hidang peningkatan kualitas keluarga.

j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelapnran penerapan kehijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas

keluarga.

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diherikan nleh pimpinan.
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d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok merennanakan, mengknordinasikan, memfasilitasi,

mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang hak sipil, infnrmasi dan partisipasi, pengasuhan

alternatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta data dan infnrmasi gender dan anak.

lJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemenuhan llak Anak mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kehijakan teknis, pemhinaan dan pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemhinaan dan pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan di bidang pengasuhan alternatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,

c. Penyiapan hahan perumusan kehijakan teknis. pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan di bidang data dan informasi gender dan anak.

[Iraian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemenuhan Hak Ansk adalah:

a. Menyiapakan bahan penyusunan kehijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan

serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya. penyajian data dan infnrmasi gender dan analc

kekerasan terhadap pErempuan dan anak.

b. Melaksanakan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas

dan kegiatan budaya, penyajian data dan infurmasi gender dan anak, kekerasan terhadap

perempuan dan anak.

c. Melaksanakan koordinasi dan sinkrunisasi penerapan kehijakan pemenuhan hak anak terkait hak

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi

gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi. sosialisasi, edukasi, infsrmasi, komunikasi dan

sinkronisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan. keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas

dan kegiatan hudaya, penyajian data dan infsrmasi gender dan anak. kekerasan terhadap

pErBmpuan dan anak.
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e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapfln kebijakan pemenuhan hak

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan

dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan

informasi gender dan anak kekerasan terhadap perEmpuan dan anak.

f, Melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak dan data infsrmasi pada lembaga

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.

g. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

hidup anak dan data informasi.

h. Melaksanakan fasilitasi dan penguatan jaringan kerja pada lembaga pemerintah. non pemerintah

dan dunia usaha tingkat provinsi.

i. Jrlelaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelemhagaan layanan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga

pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak.

j, [!elaksanakan peningkatan peran dan fungsi Eugus Tugas Tingkat Provinsi dan kahupaten/kota.

k. l*lelaksanakan penyiapan dan pelaksanaan data dan informssi kekerasan terhadap persmpuan

dan anak(E-kkerasan).

l. l'lelaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan

website (e-gov).

m. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kehijakan pemenuhan hak

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan. keluarga dan lingkungan, kesehatan

dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan hudaya, penyajian data dan

informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi:

D Ssbi thk Sipil, lnfonrmsi dan Padisipasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan kebiiakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan. pendampingan dan evaluasi pemenuhan

hak anak yang meliputi hak sipil, infurmasi dan partisipasi.

lJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Hak Sipil. lnformasi dan Partisipasi

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusuflan bahan kehijakan teknis pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil,

informasi dan partisipasi.
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pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan

partisipasi.

pelaksanaan pemhinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil,

informasi dan partisipasi.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Hak Sipil, lnformasi dan Partisipasi antara lain:

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak di hidang hak sipil,

informasi dan partisipasi,

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan furum koordinasi pemenuhan hak anak di hidang hak sipil,

infnrmasi dan partisipasi,

c. Menyiapkan hahan kuordinasi dan sinkrsnisasi psnsrapan kebijakan pemenuhan hak anak di

bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

d. Menyiapkan pendampingan, fasilitasi. sosialisasi dan distribusi kehilakan pemenuhan hak anak di

bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

E. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pEnerapan kebiiakan pemenuhan

hak anak di bidang hak sipil, infnrmasi dan partisipasi.

f. Menyiapkan bahan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non

pemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, infarmasi dan partisipasi.

g. }'lenyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

hidup anak di hidang hak sipil, informasi dan partisipasi ditingkat provinsi dan kehupaten/kota,

h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan sscara umum kegiatan terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi ke l(abupaten/Kota.

i. lr{elaksanakan sssialisasi, pengembangan sistrm infurmasi, bimbingan teknis, peningkatan

kapasitas lembaga, pEngawasan dan pengendalian dalam pembinaan lembaga skala provinsi.

j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapfln kebijakan pemenuhan hak

anak di hidang hak sipil, infurmasi dan partisipasi,

k. }'lelaksanakan tugas kedinasan lain yang diherikan uleh pimpinan.

n Sebi PsWilran Altenratif Pendidikan, lksehahn dan l(eselahterarn. mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan hahan penyusunan hahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan,

pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan,

kesehatan dan kesejahteraan.

b.

[.
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h.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengasuhan Alternatif,

Pendidikan, Kesehatan dan l(esejahteraan mBmpunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kehijakan teknis pemenuhan hak anak yang meliputi

pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

b, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan

alternatif. pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

E. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan eyaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi

pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengasuhan Alternatil Pendidikan, Kesehatan dan

Kesejahteraan adalah ;

Menyiapkan bahan penyusunan kebi.iakan teknis pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif

dan pendidikan, pemanfaatan wahu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan

kesejahteraan.

Menyiapkan hahan pelaksanaan furum kosrdinasi penyusunan kehijakan pemenuhan hak anak di

bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan wahu luang dan kegiatan budaya serta

kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kehijakan pemenuhan hak anak di bidang

pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta

kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sssialisasi dan distribusi kehijakan pemenuhan hak anak di

bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan wahu luang dan kegiatan budaya serta

kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan

pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan wahu luang dan

kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.

li{enyiapkan bahan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non

pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu

luang dan kegiatan hudaya serta kesehatan dasar dan kese.iahteraan.

d

L
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g Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lemhaga penyedia layanan meningkatkan kualitas

hidup anak di bldang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.

h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan terkait dengan pemenuhan

hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan ke Kabipaten/Knta.

i. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan,

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.

j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelapnran penErapan kebijakan pemenuhan hak

anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Data dan lnlormasi Eender dan Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

pBnyusunan kebilakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi 0ata

dan lnfnrmasi Eender dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pnkok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Ilata dan lnfnrmasl Eender

dan Anak mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan pEnyusunan bahan kebijakan teknis [Jata dan lnformasi ffender dan Anak.

h. pelaksanaan kosrdinasi dan fasilitasi 0ata dan lnformasi Eender dan Anak.

E. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi [}ata dan lnfnrmasi Eender dan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi.0ata dan lnfsrmasi Eender dan Anak adalah:

a, Menyiapakan bahan penyusunan kehijakan teknis 0ata dan lnfnrmasi Eender dan Anak,

h. Menyiapakan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pengelnlaan Bata dan lnformasi Gender dan

Anak.

c. Menyiapakan bahan pelaksanaan forum kusrdinasi layanan, pengumpulan, pengulahan, analisis

dan penyajian data dan infnrmasi gender dan anak kekerasan terhadap perempuan dan anak

(E-qov).

d. Menyiapakan hahan koordinasi, sinkronisasi penerapan kehijakan pengumpulan. pengnlahan,

analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan

dan anak.
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E.

e. lr{enyiapakan bahan pelaksanaan fasilitasi. sosialisasi kegiatan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan infurmasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan

dan anak.

f. Menyiapakan hahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak. kekerasan terhadap

persmpuan dan anak.

g. }'{elaksanakan pencatatan dan pelaporan data kekerasan nasional.

h. Menyiapkan bahan pembinaan sErara umum kegiatan terkait [-Kekerasan di Kabupaten/kota.

i. Menyiapkan hahan pengelolaan sistem infnrmasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-

goverment).

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, edukasi, infsrmasi dan knmunikasi sistem data gender

dan anak di provinsi dan kabupaten/kota.

k, Menyiapkan hahan publikasi data dan infurmasi gender dan anak,

L l\{elaksanakan pengolahan, analisis, pengumpulan data gender dan anak.

m. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas S[)lll pengelola data gender dan anak.

n. Melaksanakan pemantauan. analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan. pengolahan,

analisis dan penyajian data dan infnrmasi gender dan anslc kekerasan terhadap perempuan dan

anak,

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan nleh pimpinan.

Bidang Pmlidungrn Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan,

memfasilitasi, mengendalikan dan pelapuran kegiatan di bidang Perindungan Perempuan, Perlindungan

Khusus Anah Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud di atas, Eidang Perlindungan Perempuan dan Anak

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan. dan pelaksanaan evaluasi dan

pelapnran di bidang Perlindungan Ferempuan,

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak.

c, Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan. dan pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga layanan perEmpuan dan anak.
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Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:

a. Menyiapkan bahan penyusunan kehijatan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan,

perlindungan dan pemberdayaan perempuan kurban kekerasan, perlindungan khusus anak dan

lembaga layanan pErempuan dan anak.

b. Melaksanakan fnrum konrdinasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan, perlindungan dan pemberdayflan pBrempuan knrban kekerasan, perlindungan khusus

anak dan lemhaga layanan perBmpuan dan anak.

c. Melaksanakan ksordinasi dan sinkrunisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan

pEnanganan kekerasan, perlindunqan dan pemberdayaan pErEmpuan korban kekerasan,

perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perEmpufln dan anak.

d. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pencegahan dan

penaflganan kekerasan, perlindungan dan pemherdayaar perempuan kurban kekerasan,

perlindungan khusus anak dan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak.

E. Melaksanakan pemberian bimhingan teknis dan supervisi pEnErapan kebilakan di bidang

pencegahan dan penanganan kekerasan. perlindungan dan pemherdayaan psrempuan korban

kekerasan, perlindungan khusus anak dan lemhaga layanan perempuan dan anak.

f. Melaksanakan pemetaan dan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan psrempuan

dan anak.

g. Melaksanakan pembinaan serara umum kegiatan perlindungan perempuan dan anak di

kabupaten/kota.

h. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan pErEmpuan

dan anak serta jejaring.

i. Melaksanakan penguatan dan pengemhangan lemhaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus.

j. l,lelaksanakan pemantauan, analiss, evaluasi dan pelaporan pEnerapan kebijakan di hidang

pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemherdayaan pErEmpuan korhan

kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memhawahi :

D Sehi Perlindungan kmmprl mempunyai tugas melaksanakan penyiapan hahan penyusunan

kebijakan teknis, kuordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang perlindungan

persmpuan.

lJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Ferempuan

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pEnyusunan kehiiakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan.

b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi di hidang

Perlindungan Perempuan.

c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di hidang Perlindungan Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Perempuan adalah :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan kekerasan terhadap

pBrempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah

tangga, di bidang ketenaqakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak

pidana perdagangan orang.

b. Menyiapkan pelaksanaan forum koordinasi penuegahan kekerasan terhadap perempuan serta

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi thusus serta dari tindak pidana perdagangan

0rang.

c. Menyiapkan bahan kosrdinasi dan sinkronisasi pEnBrapan kehijakan di bidang penuegahan

kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan ksndisi

khusus serta dari tindak pidana purdagangan urang.

d. tr{enyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan kekerasan

terhadap pErempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korhan kekerasan di

dalam rumah tangga. di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta

dari tindak pidana perdagangan orang.

s. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimhingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang

pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemherdayaan perempuan

korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

ksndisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan urang.
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f. h{elaksanakan penyiapan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan.

g. Menyiapkan bahan pencegahan knrban kekerasan terhadap perempuan.

h. lvlenyiapkan bahan pendampingan dan pembinaan serara umum kegiatan perlindungan

pErempuan di lintas sektor dan kabupaten/kota.

2) Selsi Perlindungan l(husus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

bahan kehijakan teknis, knnrdinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang

Perlindungan Khusus Anak.

llntuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Khusus Anak

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kehijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak.

b. pelaksanaan konrdinasi dan fasilitasi pengembangan di bidang Ferlindungan Khusus Anak.

c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

llraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan ffiusus Anak adalah :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Perlindungan Khusus Anak.

h. l(enyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak.

c. }rlenyiapkan hahan pelaksanaan forum kourdinasi di bidang perlindungan khusus anak.

d. Menyiapkan bahan kourdinasi dan sinkronisasi peilerapan kebilakan di bidang perlindungan

khusus anak.

E. Menyiapkan hahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distrihusi kehijakan di hidang

perlindungan khusus anak,

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang

perlindungan khusus anak.

g, Menyiapkan bahan pendampingan. penguatan dan pengemhangan lembaga penyedia layanan

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

h. Menyiapkan bahan pemhinaan secf,ra umum kegiatan perlindungan khusus anak di lintas sehm

dan kabupaten/knta.

i. Melaksanakan pengumpulan, penyiapan data dan infsrmasi anak yang memerlukan

perlindungan khusus.

j. Menyiapkan bahan pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan Khusus Anak.
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k. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kehijakan di bidang

perlindungan khusus anak.

l. lr1elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Fenguatan Lembaga layanan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan kebijakan teknis, konrdinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di

bidang Fenguatan Lemhaga Layanan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas puknk sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Penguatan Lembaga Layanan

Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pEnyusunan bahan kehijakan teknis di hidang Penguatan Lembaga Layanan

Perempuan dan Anak.

b. pelaksanaan knordinasi dan fasilitasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan

Anak.

E. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan

Perempuan dan Anak.

Uraian tugas pnknk Seksi Penguatan Lembaqa Layanan Perempuan dan Ansk adalsh :

a, Menyiapkan hahan penyusunan kebijakan teknis Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan

Anak.

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Penguatan Lembaga Layanan

Perempuan dan Anak.

E. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan dan peningkatan sumber daya manusia bagi forum

koordinasi lembaga layanan perempuan dan anak.

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kehijakan di hidang penguatan lemhaga

layanan pErEmpuan dan anak.

E. Menyiapkan hahan pelaksanaan fasilitasi. sosialisasi dan advokasi kegiatan di bidang penguatan

lembaga layanan pErEmpuan dan anak.

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebilakan di bidang

penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.

g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengemhangan lemhaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan.
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h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan dan standarisasi lembaga layanan bagi perempuan dan

anak.

i. }'{enyiapkan bahan penyusunan profil lembaga layanan perempuan.

j. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kehijakan di bidang

Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

k. Menyiapkan hahan pelaksanaan pemhinaan dan pendampingan secara umum kegiatan

penguatan lemhaga layanan perempuan dan anak.

l. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan

perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perEmpuan di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari

tindak pidana perdagangan orang.

m. Menyiapkan bahan pemherian bimhingan teknis bagi pengelola dan pemberi layanan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi konsuler,

pendampingan hukum. psikologi dan tenaga medis,

n. },lenyiapkan hahan penguatan dan pengembangan kelompok perlindungan perBmpuan dan anak

terpadu t,lagari/0esa.

0. Menyiapkan bahan layanan penguatan jejaring dan kerjasama antar lumbaga layanan bagi anak

yang memerlukan perlindungan khusus.

p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan dan

pengembangan lemhaga layanan perempuan dan anak.

q. melaksanakan tugas lain diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. UFI0 Per{bduqan Pemnnpuan dsn Anak

IJPTI) Ferlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional

danlatau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perlindungan perempuar dan perlindungan khusus

anak,

l.ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kpala IJPTI} Perlindungan Perempuan dan

Anak mempunyaifungsi:

a. Pelaksana koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
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t)

b, Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak knrban kekerasan kabupaten/kota.

c. Pelaksanaan pengkoordinasian pada lingkup antar kahupaten/kota, Pruvinsi maupun lintas

provinsi dalam penanganan perempuan dan anak kurban kekerasan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Suh Bagiilr TaU lhdn mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan,

pErenIanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana,

kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup [lPT[} FPA.

Uraian tugas Sub Bagian Tata llsaha meliputi :

a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.

b. l*lelaksanakanpengelolaanadministrasikepegawaian,

r. l+{elaksanakanpengelolaanadministrasikeuangan.

d. l*lelaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kanton dan,

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEbi kkyanan Teryadu &n Ruiuhn, mempunyai tugas membantu Kepala UPT0 dalam

mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan dan melakukan kehijakan teknis pelayanan

turpadu dan rujukan.

1lraian tugas Seksi Pelayanan Terpadu dan Hujukan:

a. Menyiapkan dan menyusun rsncana kegiatan sebagai pednman dalam pelaksanaan tugas

h. lrlelaksanakan distribusi dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.

c. }'lelaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan

untuk mengetahui perkemhangan pelaksanaan tugas

d. }'lenyiapkan ranEangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.

e. l{elaksanakan pengkoordinasian, fasilitasi pelayanan terpadu dan rujukan.

f. Melaksanakan koordinasi dan knnsultasi, peningkatan kapasitas S0M petugas pelayanan

terpadu.

g. ltlenyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Ski lrlonrmi dan lfur5asana, mempunyai tugas membantu Kepala [lPI[l dalam

mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanaksn dan melakukan kebijakan teknis infnrmasi

dan kerjasama.

7)

3)
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Uraian tugas Seksi lnformasi dan Xerjasama :

a. li,lenyiapkan dan menyusun rEncana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

b. l'{elaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.

E. Melaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

d. [{enyiapkan ranEangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.

e. Melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas,

f. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan informas, snsialissi dan edukasi terkait

layanan [lPID.

g. },lelaksanakan pencatatan dan pelapuran layanan terpadu.

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu.

i. lr{elaksanakan administrasi terkait tugas layanan informasi dan kerjasama

j. Melaksanakan kourdinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lemhaga nnfl

pemerintah.

k. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

lr4emperhatikan dan menindaklanjuti IJndang-tlndang l'{nmnr 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

0aerah, ada 6 sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan uleh [)PPPA Pruvinsi Sumatera 8arat. Sesuai Peraturan

Pemerintah Nnmnr l8 tahun 2[}lE tentang Perangkat 0aerah, maka dibentuk [}inas Pemherdayaan

Perempuan dan Ferlindungan Anak sesuai hasil pemetaan type\.Hal ini menyebabkan terjadinya peruhahan

SITK dan pemisahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga bsrnncana dari 0FPFA. SITK yang

diusulkan akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan [}PPPA Prnvinsi Sumatera Barat.
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Gambar 1.1

BAEAI STRU|TUR BREA}IISASI

BII{AS FET{BERBAYAAI{ PEREMPIIA}'I tlAII PTRTI}IBIII{EAil AilAK

FREI|I}ISI SUMATERA BARAI

KELOMPOK JABATAN
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SUB BAGIAN
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KEUANGAN

BIDANG
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PEREMPUAN DANANAK

BIDANG
PEMENUHAN HAK
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SEKSI HAK SIPIL,
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SEKSI
PERLINDUNGAN

PEREMPUAN
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PEREMruAN

SEKSI
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

SEKSI
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PEREMPUAN

SEKSi
PENGASUHAN
ALTERNATIF
PENDIDIKAN,

KESEHATAN DAN
KESE]AHTERAAN

SEIGI
KUALTIAS KELUARGA SEKSI DATA DAM

OINFORMASI
GENDER DAN ANAK

SEKSI
PENGUATAN

LEMBAGA TAYANAN
PEREMPUAN DAN

ANAK

UPT
Sumber: DPPPA Prov. Sumbar

Sumber 0aya ilamsia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 0P[}, maka prugram dan kegiatan BFPPA Provinsi

Sumatera Barat dilaksanakan oleh 45 orang FNS dan 3 orang Pegawai Tidak letap sefia I Pegawai Ksntrak

dengan total pegawai sebanyak 5E orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut:
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No
Struktur
Pegawai

Sekretari
at Bidang KHP Bidang PHA Bidang PPA

UPTD
PPA |umlah

1 wld 0
.,

lY lc 1 1

3 w/b 3 I 4

4 lY la , 4 0 6

J f umlah \ 3 3 4 0 7L

6 til/d L 3 2 3 9

7 lll/c 4 1 1 4 L B

B tillb L 0 0 o 7 ?

9 trr/a 3 0 0 L 0 4
10 fumlah 9 5 J 3 t 2S

11 \/d 2 0 1 3

12 tt/t J 0 0 5

13 | rr/b 1 I
14 rt/a 0

15 fumlah B 0 0 L 0 9

16 Ud 0

17 t/c 0

1sl ub 0
19 r/a 0

fumlah

PTT 3

0

3

Kontrak
Perorangan

8

f umlah 28 I 7 7 5 56

Tahel Ll Struktur Fegrwai 0PPPA Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan l(epangkatannya Tahun 2020

Sumber Dato : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia I)FPPA Frovinsi Sumatera Earat dapat dilihat pada Tabel 1.2

berikut;

Tahel 1.2 Tingkat Fendidikan Pegawai 0PPPA

Prsvinsi Sumatera Barat Tahun 2820

l{0. Tingkat Pendidikan

Kategori

PilS Non FHS

L P L P

SD 2

2 SLTP

?
U s LTA E 2 E

4 0-l

tr
J D-il

n
0 D-1il 4
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D-tv

Sumber Dou: Sub fugian Umum dan Kepegawaian

Saat ini 0PPPA Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sehanyak 5E orang dengan berbagai

tingkat pendidikan mulai dari SLIP sampai dengan 52. Berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah

pegawai ideal yang dibutuhkan pada tahun 2021 adalah 77 orang dengan komposisi Sl, 03, dan SLTA masing-

masing 12 orang. I orang, dan 4 orang seperti tabel di bawah ini.

iabel 1.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai

DPPFA Froyinsi Sumatera Barat Tahun 2820

7

Sekretariat

l(ualitas Hidup

Perempuan

Pemenuhan Hak

Anak
4 Z

2 2
- I nrg penyusun prngram, anggaran

dan pelaporan

- I nrg penyusun lapnran keuangan

- I nrg pengolah data

- I nrg verifikator keuangan

- I org pengadministrasi persuratan

- ? org analis pemberdayaan

perEmpuan dan anak

- 2 org pengadministrasiumum

- 4 org analis pemberdayaan

perempuan dan anak

- I nrg pengolah data

- I orq pengelola teknologi informasi

- 3 org pengadministrasi umum

272

3 3

24

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

4

s.t 4 t4a
U

2s.2 t3

tI

IJumlah t2 33

Pendidikan

No Bidang

S2 st SLTA

Keterangan Kehutuhan

28

- 2 org analis perlindungan perempufln

3

s

D3



Ns Bidang Pendidikan l(eterangan Kebutuhan

5

llPTD

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

7 4
q
d

- 2 org analis pemberdayaan

perempuan dan anak

- 2 org pengadministrasiumum

- I org psikolog klinis muda

- I org psikolog klinis pertama

- I nrg pekerja sosial pelaksana

- I org pekerja sosial pemula

- I org pengelola keuangan

- I org pengelola teknologi informasi

- I org analis pemberdayaan

pErempuan dan anak

- 3 org pengadministrasi umum

- I org pengadministrasi sarana dan

prasarana

- 2 org penjaga asrflma

Sumber Data: Sub Bagion Umum dan Kepegawaian

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan

rekruitmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk

meningkatkan kapasitasnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki [)PPPA Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan

tupoksinya antara lain gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantur. Eambaran

mengenai jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelnla dalam memherikan pelayanan puhlik adalah sebagai

berikut :

Tabel 1.4 Jenis dan Jumlah Asset UPPPA Pruvinsi Sumatera Earat

Berdasarkar fu alitasnya

il0.
Sarana/

Prasrana
Satuan Jumlah

Kondisi
Jumlah yang

diinginkan tahun

2fi21
Eaik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

l Mesin lik Euah 4 4 4

2 Erankas Buah Z 2 2
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Kondisi

No.
Sarana/

Prasarana
Satuan Jumlah

B aik
Rusak

Ringan

Rusak

Eerat

Jumlah yang

diinginkan tahun

2A2t

n
U Knmputer Buah 7518 f3

q
U

ti Zfr4 Printer Euah tl l1
q

f
J Laptup Buah n 4 7 25

b ln{skus Buah I I J

7 Meja Staf Buah en
UU 25

q
U 5[

I l'leja Pimpinan

Eselon ll
Buah I I

n
U

Meja Pimpinan

Eselon lll
Euah

E

'l
E
J 5

t0 Kursi [selon ll Buah I I I

r1 l(ursi Eselon lll 5Buah 5 5 I

t2
AlmariArsip
(Besi)

Buah ll5 5

Filling Kabinet 5 5 20

t4 2 I I
rJ

t5 Tanah nz 5 583 5.583

BangLrnan Unit 5
q
U $

17
l(endaraan Roda

Impat
[Jnit 4 4 I

Kendaraan Roda

[Jua
Un it I I 5

Gedung Eeru UNII I

P

Data Bagion Umum dan Kepegowaian

B. Aspek Strategis

emerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Prugram Pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkansemua pihak terkait seperti

perguruan tinggi, swasta, LSM, tsksh masyarakat dan semua kompunen lapisan masyarakat

yang ada.

Keberhasilan pembangunan Pemberdayaan Ferempuan danPerlindungan Anak dapat dipengaruhi

oleh lingkungan strategis yang mErupakanfahnr{aktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan urganisasi

seiring dengan tuntutan dan adanya paradigma dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menuju

Eood fiswrnanse. 0engan diwujudkannya Essd hoyernance (Iata fulola pemerintahan yang haik) yang

mencerminkanantara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan fahor yang berasal dari

internal dan eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang akan

dicapai di era otonomi daerah. Sesuai dengan isu pembangunan yang herkembang seiring dengan
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berjalannya prnses fltonomi 0aerah yang menuntut perlunya transparansi dan akuntabilitas baik secara

vertikal maupun hnriznntal.

Akuntabilitas sehagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawahkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi nrganisasidalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan secnra

periudik. Pemerintah Provinsi Sumatera Baratmerupakan perwujudan kewajiban lnstansi Pernerintah untuk

mempertanggun$awabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi lnstansi yanq bersangkutan.

Lingkungan Strategis yang mempengaruhi keberhasilan kinerja [)inas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak adalah :

L Adanya Feraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Program Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Iersedianya Sumber 0aya Aparatur yang herkualitas dan pru{esional dibidangnya

3. Adanya lGlembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak haik kelemhagaan

Pemerintah maupun 0rganisasi Perempuan, LS},l dan [rganisasi Kemasyarakatan lainnya yang saling

berkonrdinasi.

4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai untuk pelaksanaan tugas.

5. Adanya sinergi yang konstruhif diantara unit kerja terkait dalam pelaksanaan Pumbangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Ferlindungan Anak di Provinsi Sumatera 8arat.

E. Permasalahar Utama (Strategic Issued) 0rganisasi

lL ldentifika$ Penwlalnn Mmilan ftqas dan hngsi Felayamn Perugbt fiamh

[}inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam

implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdnyaan Perempuan dan Perlindungan

Anak. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh [IPPPA Provinsi $umatera Barat dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

l. Masih helum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan hagi perempuan dan anak korban

kekerasan.

2. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Eelum tersedianya data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempusn dan anak.

4. Sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit

Pelayanan Terpadu belum berjalan optimal,
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5. Masih tingginya permasalahan tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki.

E. Terbatasnya Pusat Krisis Terpadu (PKI) dan Eugus Tugas TPPFI untuk penanggulangan kasus-kasus

Kekerasan [}alam Rumah Tangga (K0RT) dan perdagangan urang.

1. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi

perempuan dalam politik belum maksimal.

8. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PIJE, terutama sumber daya manusia,

serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.

$, l'lasih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUE dalam

pembangunan, terutama di kabupaten/knta.

10. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan

terhadap anak tidak mendapatkan pEnanganan sebagaimana mestinya.

ll. Anak Berkebutuhan (husus (AB() perlu ditangani dengan baik dikarenalan pengetahuan yang

terhatas dari keluarga/orang tua yang memiliki ABl(.

1r2. Belum optimalnya dan perlu sinerginya penanganan permasalahan sssial anak dikarenakan masalah

ini mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor. Permasalahan sosial anak

tersebut antara lain anak mengalami eksploitasi ekonumi (pekerja anak), anak korban

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktifl anak dalam keadaan darurat (konflilc

bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/Al0s, perkawinan (pernikahan) usia anak

dan anak di daerah minoritas/terisolasi.

13. Eelum semua program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan mandat

Konvensi Hak Anak (l(HA). Pogram dan kegiatan yang ada masih bersifat parsial, helum holistik dan

terintegratif.

14. Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai

perundang-undangan dan kehijakan yang ada

15. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak.

lE. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Fuskesmas Ramah Anak (PRA) dan

rumah sakit ramah anak.

32



17. Eelum semua provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Furum Anak,

18. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kahupaten/Kuta Layak Anak dan rendahnya

komitmen dan pemahaman terhadap hbpaten/Kuta Layak Anak.

lg. Belum optimalnya koordinasi pBnyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak.

21. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan prngram.

21. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

22. l(ualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan prugram dan kegiatan perangkat daerah.

23. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah,

Sesuai dengan lJndang-Undang Nnmur 23 Tahun 2il4 tentang Pemerintahan Daerah, urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kewenangan DPPPA Provinsi Sumatera Barat.

Ierhadap urusan kewenangan tersebut perlu direncanakan prngram dan kegiaten serta target kinerja yang

sesuai dengan RPJI.|0 20lE-2021. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja terkait urusan tersebut.

pErencanaan selama 5 tahun dituangkan dalam Renstra [P0.

Pemhangunan dan pemberdayaan gender serta perlindungan anak sangat diperlukan dalam

mensinergikan arah kebijakan pembangunan pruvinsi Sumatera Earat. Untuk itu perlu diidentifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai berikut;

Tabel 1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPPA
Provinsi Sumatera Barat

.Aspek Kaiian
Capaian/ Kondisi

Saat ini
Standar yang
Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan OPDInternal

Kewenangan OPD
Eksternal Diluar

Kewenangan OPD
1 2 3 4 5 6

Pembangunan dan
Pemberdayaan
Gender

Belum terwujud
dan masih
dibawah 100%
(dibawah rata-rata
nasional)

Indek
Pembangunan
Gender dan
Indeks
Pemberdyaan
Gender

- Adanya program
dan kegiatan
OPD

- Adanya Dana
pendukung

- Adanya SDM
- Adanya Sarana

dan prasana
- Adanya

komitmen
DPPPA

- Adanya regulasi
PPRG

- Kelembagaan non
pemerintah
pendukung
program

- Kesenjangan
sosialdan
masyarakat

- Pemahaman isu
gender dalam
pembangunan
belum optimal

- Regulasi dan
kebijakan

- Pendanaan
- Sumberdaya

manusia
- Implementasi

pelaksanaan
- Masih

rendahnya
keterwakilan
perempuan di
lembaga
legislatif

- Masih
rendahnya
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Aspek lGjian Capaian/ Kondisi
Saat ini

Standar yang
Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan OPDInternal

Kewenangan OPD
Eksternal Diluar

Kewenangan OPD
1 ? s 4 5 5

ekonomi bagi
perempuan

Perlindungan
Perempuan danAnak

Meningkatnya
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

Rasio
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak

- Adanya program
dan kegiatan
OPD

- Adanya Dana
pendukung

- Adanya SDM
- Adanya Sarana

dan prasana

- Adanya
komitmen
DPPPA

- Adanya regulasi

- Lembaga terkait
lintas sektor

- Kultur dan budaya
masyarakat

- Jumlah penduduk
yangtinggi

- Tingkatpendidikan
dan ekonomi
masyarakat

- Penanganan
dan pencegahan
masih belum
optimal

- Perlu kebijakan
dan regulasi

- Perlu dukungan
dan komitmen
bersama dalam
mengatasi
kekerasan

Pemenuhan hak
anak

Masihbelum
optimalnya
pemenuhan hak
hak

Kota Layak
Anak

- Adanya program
dan kegiatan
OPD

- Adanya Dana
pendukung

- Adanya SDM
- Adanya Sarana

dan prasana
- Adanya

komitnoen
DPPPA

- Adanya regulasi

- Lembaga terkait
lintas sektor
pemerhati anak

- Kultur dan budaya
masyarakat

- Komitmen unfuk
menginisiasi Kota
LayakAnak

- Perlukebijakan
dan regulasi

- Perlu dukungan
dan komitmen
bersama dalam
mewujudkan
Kota Layak
Anak

Sumber: Data yang Diolah

Rumusan llPJM0 terkait dengan bidang Femherdayaan Ferempuan dan Perlindungan Anak membsri

knntribusi yang sangat signifikan untuk mewujudkan Visi dan }llisi Eubernur dan $/akil Gubernur Sumatera

Barat secara optimal. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, berikut ini dipaparkan faktsr-faktur

pendornng dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala 0aerah dan Wakil Kepala I)aerah, yaitu

sebagai berikut :

Tabel LE Faktsr Fendorong dan Penghamhst dalam Pencapaian

Yisi dan Misi Kepala 0aerah dafl Wakil [epala Baerah

1, Misi 3 ; Meningkatkan
Sumber Daya Manusia
yang cerdas, sehal
beriman, berkarakter,
dan berkulaitas tinggi

IPG meningkat namun
relatifrendah
dibandingkan kondisi
ideal sebesar 100.

Pelaksanaan
Perencanaan dan
penganggaran
responsif gender
belum optimal.

Adanya komitmen
kepala daerah
untuk
meningkatkan
Pemberdayaan
Perempuan

Faktor
No,

Misi, Tuiuan dan
Sasaran RPJMD

Permasalahan
Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
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Fak-tor
No.

Misi, Tuiuan dan
Sasaran RPJMD

Permasalahan
Pelayanan OPD Penghambat Pendorong

Tuiuan 5:
Meningkatkan derajat
kesehatan
masyarakat kualitas
kependudukan dan
kesetaraan gender
serta pemenuhan hak
anak

IDG relatifrendah
dibandingkan kondisi
ideal dan daerah lain.

Terbatasnya
anggaran program
untukmendukung
PUG dan
Perencanaan dan
penganggaran
responsifgender

Adanya kerjasama
yang baik antara
pemerintah
daerah dan
instansi terkait
melalui lembaga
PzTP2A

Sasaran 4:
Meningkatnya
Pembangunan Gender
dan Pemberdayaan
Gender serta
pemenuhan hak anak

Tingginya kasus
kekerasan terhadap
perempuan, terlihat
dari jumlah kasus
kekerasan terhadap
perempuan.
Belum optimalnya
peran kelembagaan
perlindungan hak
perempuan,

Tingginya kasus
kekerasan terhadap
anak, teriadinya
berbagai praktik
burukyang
mengancam hak-hak
anak, seperti pekerja
anakperkawinan
anak dan anak
berhadapan dengan
hukum [ABH].

Belum terpenuhinya
hak-hak anak seperti
akte kelahiran, PAUD,
hidup sehat, sekolah
ramah anak dan
pengasuhan yang
aman,

Terbatasnya personil
yang melayani
penanganan kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Adanya komitmen
kepala daerah
untuk
mengembangkan
Kota Layak Anak

Terfasilitasinya
anggaran dan
program /
kegiatan

Adanya kebijakan
dan peraturan
yang mendukung

Adanya beberapa
organisasi
masyarakat dan
LSM yang
bergerak di bidang
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak

Sumber: Dotayang

Bagian ini mengEmukakan faktor-faktnr penghambat dan pendornng pelayanan 0PPPA Provinsi

Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahf,n pelayanan 0P[) ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ((ementerian PPEPA). Renstra

Kementerian PPEPA Repuhlik lndonesia yang disahkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor I tahun 2il5 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015-2fl8 tanggal I Januari 2015 dfadikan rujukan untuk

pEnyusunan Renstra 0PPPA Provinsi Sumatera Barat.
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lndikatnr Kinerja Utama Kementerian PF&PA antara lain lndeks Pemherdayaan Eender (l[E), lndeks

Pembangunan Eender (lPE) dan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Tingkat keherhasilan uapaian pembangunan yang mengaknmndasi persnalan gender salah satunya

diukur dengan IPG (lndeks Fembangunan [ender). IFE merupakan ukuran pembangunan manusia yang

murupakan komposit dari indikatnr kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. (esetaraan gender ini dikatakan

tercapai apabila angka IPE berada di atas l[[.

Selain tiga lndikator Kinerja Utama di atas, Kementerian PPEPA juga mengimplementasikan prrgrara

dan kegiatan unggulan yaitu Three Fnd+yang antara lain berisi ;

. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak

. Akhiri perdagangan manusia

. Akhiri kesenjangan ekonnmi

. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

Tahel 1.7 Permasalahsn Felayanan 0PFPA Provinsi Sumatera Earat

herdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPIPA beserta

Faktor Fenghambat dan Pendurong lGherhasilan Fenanganannya

No

Sasaran fangka
Menengah Kementerian

PPPA

Permasalahan Pelayanan
DPPPA Provinsi Sumatera

Barat

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 a. Meningkatnya capaian

Indeks Pembangunan

Gender

r IPG meningkat namun
relatif rendah dibandingkan
kondisi ideal sebesar 100.

e Pelaksanaan

Perencanaan dan

penganggaran

responsifgender
belum optimal.

r Terbatasnya

anggaran
program untuk
mendukung PUG

dan Perencanaan

dan
penganggaran

responsif gender

o Adanya komitmen kepala
daerah untuk
meningkatkan
Pemberdayaan

Perempuan
b. Meningkatnya capaian

Indeks Pemberdayaan

Gender

o IDGrelatifrendah
dibandingkan kondisi ideal
dan daerah lain.

2 a. Berkurangnya kasus

kekerasan terhadap
perempuan

o Tingginyakasuskekerasan
terhadap perempuan,

terlihat dari jumlah kasus

kekerasan terhadap
perempuan.

. Terbatasnya
personil yang

melayani
penanganan

kasus kekerasan

terhadap
perempuan dan
anak

o Adanya kerjasama yang

baik antara pemerintah

daerah dan instansi
terkait melalui lembaga

P2TP2A
r AdanyaKedasama

antara Gubernur
Provinsi Sumatera Barat

b. Meningkatnya kualitas
penanganan kasus

kekerasan terhadap
perempuan

o Belum optimalnya peran
kelembagaan perlindungan
hakperempuan.
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No

Sasaran fangka
Menengah Kementerian

PPPA

Permasalahan Pelayanan
DPPPA Provinsi Sumatera

Barat

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

dengan

3 a. Meningkatnya
implementasi
kabupaten/kota layak
anak di Indonesia.

. Teriadinya berbagai praktik
buruk yang mengancam

hak-hak anak, seperti
pekerja anak, perkawinan

anak, dan anak berhadapan
dengan hukum (ABHl.

r Munculnya berbagai tindak
kekerasan terhadap anak

o Terbatasnya

personil yang

melayani
penanganan

kasus kekerasan

terhadap
perempuan dan

anak

. Adanya komitmen kepala

daerah untuk
mengembangkan Kota

Layak Anak
r Terfasilitasinya anggaran

dan program / kegiatan
b. Meningkatnya kualitas

implementasi kebijakan
terkait perlindungan

khusus kepada anak

c. Meningkatnya kualitas
sistem layanan

perlindungan khusus
kepada anak

Belum terpenuhinya hak-hak
anak seperti akte
kelahiran,hidup sehaq sekolah

ramah anak, dan pengasuhan

yang aman.

4 Meningkatnya partisipasi

dan sinergitas lembaga
profesi dan dunia usaha,

mediA dan organisasi

agama dan

kemasyarakatan serta

akademisi dan lembaga

riset dalam
pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

Kurangnya parfisipasi

masyarakat dalam
Pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

. Pengetahuan dan

kepedulian
organisasi

masyarakat dan

LSM dalam

Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak masih

kurang

. Adanyakebijakandan
peraturan yang

mendukung
. Adanyabeberapa

organisasi masyarakat
dan LSM yang bergerak
di bidang Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
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I

II. PERE}IEAiIAAil KINERJA

A. Rencana Strategis

alam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat telah

mEnyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 20lE - Z[JZI. Renstra ini merupakan acuan

dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemherdayaan perempuan

dan Perlindungan Anak periode Tahun 2lllE-2U21 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik

dalam bidang-bidang yang ada maupundengan lnstansi teknis terkait.

Renstra 0PPPA Pruvinsi Sumatera Barat merupakan dskumen perencanaan yang memuat visi,

misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, prngram, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak selama lima tahun ke depan (2018-ZBZI). 0okumen ini disusun berdasarkan analisis

strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi

dalam pembangunan perekonomian perempuan limatahun ke depan. Renstra I}PFPA Provinsi Sumatera

Earat Tahun 20lE - 2021 merupakan implementasi dari Renrana Pembangunan Jangka Menengah 0aerah

(RPJl'l0) Sumatera Barat 20lE-2021 yang tertuang dalam lilisi 3 : Mewujudkan $umberdaya Manusia yang

cerdas, sehat, beriman, berkaraher dan berkualitas tinggi. Sasaran 5 : Meningkatnya pembangunan gender

dan pemherdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran berhasis kinerja

(Perfornnce-flased Sadgetind, dokumen Renstra dilengkapi dengan lndikatnr Kinerja Utama (ll(U)

sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan heserta organisasinya dapat dievaluasi,

Rumusan RPJ}'![) terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Ferlindungan Anak

memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Eubernur dan Wakil Eubernur

Sumatera Barat secara optimal.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 0PD

a) fuiuan

Tujuan [}PPPA Provinsi Sumatera Barat adalah subagai berikut:

a. }'lewujudkan kualitas hidup perempuan

h. Mewujudkan Kualitas Hidup Anak
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c. Meningkatnya Kinerja 0rganisasi

h) Sasaran

Sasaran [)inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provirsi Sumatera Earat adalah

sebagai berikut :

L l'leningkatnya kualitas Pelaksanaan Pl.G di Prsvinsi dan kabupaten/Knta

2. }.leningkatnyaPemberdayaan Perempuan

3. l'leningkatnyaPerlindungan Perempuan

4. trleningkatnya pemenuhan hak anak

5. Meningkatnya Perlindungan Anak

E. lr,leningkatnya Tata l(elola Irganisasi

E. lndikatsr Kinerja

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan

pencapaian yisi dan misi Eubernur Sumatera Barat yang merupakan tugas 0inas Pemberdayaan Ferempuan

dan Perlindungan Anak Prsvinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun ZffIl sesuai dengan [{PJ[{0 Pravinsi

Sumatera Barat tahun 20lE - 2021.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan [}inas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RFJI,I0 Provinsi Sumatera Barat 2UE-2U21 dan

Renstra SKP[} 20lE-2[2], tabel berikut ini :

Tabel2.l Tuiuan dan Sasaran |angka Menengah Pelayanan OPD

No Tujuan
Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinefa Sasaran (Perubahan)

2015 zCIt7 2018 20t9 2024 2A2t
L 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Meningkatny
a Kinerja
Organisasi

Nilai Evaluasi
Akuntabilitas

Target 2021
(BB)

Meningka
trlla tata
kelola
organisas
i

a. Nilai evaluasi
akuntabilitas
kinerja

b. Persetase capaian
fisik pelaksanaan
program/
kegiatan

c. Persetase capaian
fisik pelaksanaan
programl
keqiatan

100

95

B (68) BB

2 Meningkatny
a kualitas
hidup
Perempuan

- Indeks
Pembangunan
&nder (IPG)
(IKU)

Meningka
tnya
kualitas
pelaksan

a. Jumlah Kab/Kota
yang memperoleh
penghargaan APE

b, Perolehan

10 16 L6
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No Tujuan
Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran (Perubahan)

2At6 zag 2018 2019 2A2A 2A2L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Target 2021
9s.08

- Indeks
Pemberdayaa
n Gender
(iDG) (rKu)

Target 2O21
6?,.42

aan PUG

di
Provinsi
dan
kab/Kota

Penghargaan APE

untuk Provinsi
Utama

Utama
Utama

Meningka
tnya
Pemberd
ayaan
Perempu
an

a. Persenlase
Perempuan di
Legislatif

b, Per*ntase
Perempuan
dalam
pengambil
kebijakan

c. Persentase
Sumbangan
Perempuan
dalam
pendapatan
keria

t0.77 L0,77 14.77 t2

L2

37.79

12

t2

37.82

L2

14

37.85

Meningka
trtya
perlindun
gan
perempu
an dari
berbagai
tindak
kekerasa
n

Rasio Perempuan
korban kekerasan per
100.000 penduduk
(usia 18 tahun ke
abs)

49 48 47 46 45 44

3 Meningkatny
a Kualitas
hidup anak

Meningkahla
IKKA (Indeks
Komposit
Kesejahteraan
Anak)

Meningka
trt)€
pemenuh
an hak
anak dan

Kabupatenl Kota
Layak Anak (KLA)

a 8 10 11 t4 15

Meningka
trlrd
perlindun
gan
khusns
anak

Rasio Anak yang
memerlukan
perlindungan khusus
per 1m.000 anak
(usia kandungan - 18
tahun)

392 390 388 386 384 382

Penetapan indikator kinerja ini hertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan

pencapaian Visi dan Misi 0inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Earat

sampai dengan tahun 2[I2l berdasarkan RPJM0 Provinsi Sumatera Barat tahun Z0lE-2021.
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NO INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET KINERJA TAHUN

Ket
za16 zo77 ZAIB 2019 2A2A 2,021

1
Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan
oublik fzona hiiau'l

Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau

2
Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat [74
Unit kerja pelayanan putrlikJ

70 70 70 75 /3 BO

3
Rata-rata lamanya PNS mengikuti
diklat (JPL/orang/tahun)

10 15 2A 30 40 50

4 Nilai Evaluasi SAKIP OPD (PredikatJ BB BB BB A A

5
Persentase kesesuaian usulan Renja
dengan Renstra OPD f%l

100 100 100 100 100 100

6
Persentase kesesuaian usulan Renja
dengan RPIMD (o6J

100 100 100 100 100 100

Tabel2.2 Indikator Kineria Sasaran OPD
pada Belania Langsung Non Urusan

Tabel 2.3 Indikator Kineria Utama (IKU) Tahun2Ol6-?.OZL

Tabel 2.4 Indikator Kineria Kunci (IKK) Tahun 2016 - ?O?.7

No INDIKATOR
TARGET

2076 2017 2018 2019 2020 2021
4
I Indeks Pembangunan Gender IPGJ 94,68 94,76 94,84 94,92 95,00 95,08

.) Indeks Pemberdayaan Gender (lDG) 62,02 62,70 62,18 62,26 62,34 62,42

No
Urusan/lndikator

Kinerja Kunci

Kondisi
kinerja
awal

Renstra
f2015)

TARGET KINERJA Kondisi
Kinerfa Pada
Akhir RPfMD

{2021)
2Arc 2AU 2018 2AB 2020

A ASPEK KESEIAHTERAAN MASYARAXAT
1. Indeks Pembangunan Gender (IPGJ 94,60 94,68 94,76 94,84 94,92 95,00 95,08

Z Indeks Pemberdayaan Gender fiDG) 61,94 62,02 62,\0 62,1.8 62,26 62,34 62,42

B ASPEK PELAYANAN UMUM
7 Urusan Pemberdayaan Perempuan

a. Keterwakilan politik perempuan
dilembaea parlemen[%J

10,77 L0,77 70,77 10,77 10,77 70,77 1-0,77

b. Rasio perempuan korban kekerasan per
100,000 penduduk fusia 18 tahun
keatas)

50 49 48 47 46 45 44

2 Urusan Perlindunsan Anak
a. |umlah kabupaten/kota Iayak anak

IKLA'}
5 7 8 9 10 71 L2

b. Rasio anak yang memerlukan
perlindungan khusus per 100,000 anak
fusia kandungan - 18 tahun'l

394 392 390 388 386 384 382
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Fengukuran keberhasilan Rencana Pemhangunan Jangka Menengah [)aerah dalam pencapaian Visi

dan Misi Kepala 0aerah periode 2fi8-2021 tercermin dari rapaian lndikatnr (inerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih lndikatnr Kinerja

lJtama dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sflsaran pada setiap misi.

Fenetapan kinerja IPFPA Provinsi Sumatera Earat Tahun 202[ ditetapkan dengan mengacu kepada

sasflran strategis RPJlr|0, sehagai implementasi dari pencapaian sasaran tersebut telah menetapkan

sasaran dan indikator kinerja. lJntuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan indikator kinerja utama

(lKll)sebagaimana daftar berikut ini :

Tabel 2.5 Indikator Kineria Utama
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2At6-2OZt

INDIKATIIl KINIllJA OAE|IAH

Penetapan indikator kinerja daerah hertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa

jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek

kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator

outcume program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang hersifat mandiri setiap

tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM0 dapat diuapai.

lndikatsr kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikatur

dari program prioritas yang telah ditetapkan (uutcsmss) atau kompositnya {impact). Suatu indikator kinerja

No INDIKATOR
TARGET

2016 2Bt7 2018 2019 2020 2A2L

Misi 3; Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman,
B erkarakter dan Berkualitas Tinggi

Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta
pemenuhan hak anak

7. Indeks Pembangunan Gender (lPG) 94,68 94,76 94,84 94,92 95,00 95,08

) Indeks Pemberdayaan Gender
(rDc)

62,02 62,t4 62,18 62,26 62,34 62,42

3. Kabupaten/Kota Layak Anak I I 10 It L2

42



daerah dapat dirumuskan herdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau letih indikator capaian kinerja

program (uutcnme) terhadap tingkat capaian indikatur kinerja daerah berkenaan setelah program dan

kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan

sasaran pembangunan daerah perinde l1ll-llllyang telah direncanakan. [Jkuran keberhasilanlpencapaian

suatu daerah membutuhkan indikator yang mflmpu menggambarkan kema.iuan daerah tersebut, lndikator

kinerja dirnaksud juga diperlukan puhlik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelengaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah.

lndikator Kinerja liaerah Provinsi Sumatera Earat yang menjadi kewajiban penuapaian 0inas Pemherdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak senara rinni disajikan sebagai herikut:

Tabel 2.8 Penetapan lndikator Kinerja Baer'ah

Ierhadap Eapaian Kineria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Prsvinsi Sumatera Barat

i. =;r=;;;;1i11;1 liif:ei.,i;;

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Prrjanjian

Kinerja 0inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pruvinsi Sumatera Barat Tahun 2[20 telah

ditetapkan dan ditandatangani nleh Kepala [)inas bersama Eubernur.

llntuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarfln stratugis Tahun Z[]lE mengacu kepada

Renstra SF0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pruvinsi Sumatera Barat tahun

2816-2021 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja lahun 2tll8 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk

Tahun 2[20.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/lndikator
Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi kinerja
awal RPfMD

(201s)

TARGET KINERJA Kondisi Kinerja
Pada Akhir

RPJMD (7,021)2Ar6 20L7 20 1B 2019 2420

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

a. Jumlahkabupaten/kotalayakanak 6 7 o 9 10 11 L2

b. Keterwakilan politik perempuan
dilembaga parlemen(7oJ

14,77 10,77 L0,77 1,0,77 10,77 70,77 74,77

c. Rasio perempuan korban kekerasan
per 100,000 penduduk (usia 18
ahun keatas)

50 49 48 47 46 45 44

d. Rasio anak yang memerlukan
perlindungan khusus per 100,000
anak fusia kandungan - 18 tahun)

394 392 390 388 386 384 382
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Pada laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Femerintah (LAKIP) [)inas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2018 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikatnr kinerja sasaran strategis

yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2[2[.

Mempertimbangkan sumberdaya, dan setelah prnses review bersama Kementrian [}alam Neqeri

pada tanggal l2 November 2{i18, Kepala [)inas telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan

dicapai/diwujudkan selama tahun 2019, merupakan perjanjian kinerja antara Euhernur Sumatera Barat

dengan Kepala DPPPA sesuai 11PJM0 2ff8-2[2] sebagai berikut :

lahel2.7
Ferjaniian Kinerja Binas Pemherdayaan Permpuan 0an Perlindungan Anak

Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

t1l (2) t3) (4)
7 Meningkatnya Kualitas

Pelaksanaan PUG di Provinsi dan
Kab/Kota

a. fumlah Kab/Kota
Penghargaan APE

yang rnendapatkan

b. PerolehanPenghargaanAPEuntukProvinsi

10
Kab/Kota

Utama

2 Meningkahrya Pemberdayaan
Perempuan

a. PersentasePerempuandiLegilatif
b. Persentase perempuan dalam pengambil
kebijakan
c. Persentase sumbangan Perempuan dalam
Pendapatan Kerja

12 o/o

12 o/o

37,820/o

3 Meningkatnya
Perempuan

Perlindungan Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000
penduduk (usia 18 tahun ke atasJ

45 orang

4 Meningkabrya Pemenuhan Hak
Anak

fumlah Kabupaten/Kota Layak Anak 1-4

kab/kota

5 Meningkatnya Perlindungan Anak Rasio Anak Yang Memerlukan Perlindungan
Khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi

384

6 Meningkatnya
organisasi

tata kelola a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B (70)

No Program Anssaran [Rp) Keterangan
1 Proeram Peninekatan Kualitas Hiduo Peremnuan 436.1.15.078 APBD

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 23.067.250 APBD

Prosram Peninskatan Sistem Data Gender dan Anak 35.839.500 APBD

4. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan 257.596.393 APBD

5. Program Peninskatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindunsan Anak 120.060.145 APBD

6. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak 397.985.358 APBD

7 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 612.000.000 APBN

]umlah 3.566.215.7A6

Sumber: PK Provinsi Sumatera Barat,2020
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III. AIOilTABIIITAS KII'IEHJA

A. Eapaian Kineria 0rganisasi

kuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggung jawaban

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasl dalam mencapai tujuan dan

yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja

berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran l(inerja yang dilakukan adalah pengukuran pBncapaian target kinerja kelompok

indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dukumen Penetapan Kinerja [linas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prnvinsi Sumatera Earat Tahun 2ff9. Adapun lr|etode

pengukuran kinerja yarq digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan

target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikatur kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan

untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

copaian Kineria =Wx Looo/o

[ian untuk target yang diharapkan sebaliknya menggunakan rumus

capatan Kinerja - 
(Zxtarget) - Realisasi x L00o/a

Target

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja yang telah

ditetapkan I)PPPA Prwinsi Sumatera Barat dan menjelaskan atas keherhasilan dan kegagalan dimaksud,

Keherhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan uleh pencapaian kelompok indikator

kinerja sasaran strategis yang herkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian penuapaian indikator kinerja

dengan penilaian sebagai berikut :
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Tabel 3.1. Klasilikasi Fenilaian

Ho. Klasifikasi Penilaian Predikat

I 85% - tIM Amat Baik

2 Elolo-fi4% Baik

n
J 53Ya-EBl/g Iukup

4 < 53% Iagal

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan lndikator (inerja pada 0inas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Prnvinsi Sumatera Earat untuk tahun 2fl8 dilakukan terhadap target indikator

kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Frovinsi Sumatera Earat Tahun 2fi8 - 2021 yang diturunkan pada Rencana Kerja lahun 2[2[ dan Fenetapan

KinerjaTahun 2020.

Pencapaian kinerja DPPPA Prsvinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang didukung dengan dana APBD

Provinsi Sumatera Barat, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersehut dilakukan analisis

capaian kinerja, diantaranya adalah :

L. Membandinakan antara taraet dan realisasi kineria 2020

Tahel 3.2. tapaian lfinerja Prsvinsi Sumatera Earat

TahunAnggaran 2020

Penjelasan : capaian kinerja tahun 202fl seluruhnya melebihi target kinerja karena berada di atas 85%-

l[0%. }lal ini mengambarkan kategoriamat baik.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA

REALISASI
o/o

CAPAIAN
Kategori

t1l {2) (3) (4) tsl (6l (7)

7 MeningkatnyaPemban
gunan Gender dan
Pemberdayaan Gender
serta pemenuhan hak
anak

d. Indeks
Pembangunan Gender
flPG)

95,000/o 94,770/o 99,120/o Amat Baik

b. Indeks
Pemberdayaan
Gender [IDG)

62,340/a 65,700/o 105,38o/o Amat Baik

c. Kabupaten/Kota
LayakAnak
IKab/Kota]

1,4 74 100 o/o Amat Baik
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Aspek/FokuslBidang Urusan/Indikator
Kineria Pembangunan Daerah

Target
2020

Realisasi
2020

Capaian
(o/o)

Kategori

l, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
a. fumlah kabupaten/kota layak anak 74 'i"4 TOOo/o Amat Baik

b. Keterwakilan politik perempuan
dilembaga parlemen[70)

12o/o 1.0.770/o 89.75o/o Amat Baik

c. Rasio perempuan korban kekerasan per
100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)

45 19 157.77a/o Amat Baik

d. Rasio anak yang memerlukan
perlindungan khusus per 100,000 anak
[usia kandungan - 18 tahun)

384 Jf,I 108.59% Amat Baik

Tabel 3.3. Eapaian Kineria 0aerah

Terhadap Eapaian Kinerja Penyelenggaraffi Urussn Femerintahan

Pr'ovinsi Sumatera Baral Tahun 2020

Tahel 3.4. Eapaian Perjanjian ffineria Uinas Femherdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2820

NI SASAriAI STRATEEIS II{[IKATIIN KIiIERJA TARGET Realisasi lapaian (%) (ateqori

fi) tt) (3) {4) (5) (E) CI)

Meningkatnya Kualitas

Pelaksanaan PIJE di

Pruvinsi dan

Kabupaten/l(ota

o,

h.

Jumlah Kah/Kota yang

mendapatkan Penghargaan APE

Parulehan Penghargaan AFE

untuk Provinsi

lE Kab/Kuta

['ltama Utama

92.5%

t[[%

Amat Eaik

Amat Baik

D
L Meningkatnya

pemberdayaan

perBmpuan

a

b

c..

Persentase perempuan di

legislative

Persentase perempuan dalam

pengambil kehijakan.

Persentase Sumhangan

Ferempuan dalam Pendapatan

Keria

t2%

l?ra

37.87'/0

\fr.77%

I1.53%

DA EIE/
n l.Jt m

83.75%

gE.n8%

9$.rB%

Amat faik

Amat Eaik

Amat Eaik

3 Meningkatnya

perlindungan pBrempuan

Rasio Perempuan korban

kekerasan per 100.0ffi penduduk

(usia 18 tahun ke atas)

45 orang l! orang IEO,B% Amat Baik

4 lileningkatnya Pemenuhan

Hak Anak

Jumlah Kabupaten/Kota Layak

Anak

14 kb/Kota 14 Kah/Knta t00% Amat Baik

5 Meningkatnya

Perlindungan Anak

Rasis Anak yang memerlukan

Perlindungan Khusus per 100.0il1

anak di tingkat provinsi

384
l]EI
udt r0B.5g% Amat Baik

E Meningkatnya tata kelola

organisasi

l,lilai evaluasi akuntabilitas kinerja E 0[) B ffiB) g8l#, Amat Eaik
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[)ari tabel diatas dapat disimpulkan capaian kinerja terhadap E sasaran strategis 0inas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 202il dan indikator

kinerja utama menunjukkan gambaran keadaan capaian kinerjanya memperoleh predikat amat baik pada

keseluruhan indikatsr.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun lalu

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Realismi kinerja dan capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2[20 dengan tahun 2018 dan Zllt8

NO
\i,:--;
. . ::

KINERJA
TAHUN 201 9

KINERJA TAHUN 2018 KINERJA TAHUN 2019 PERBANDINGAN KINERJA

TARGET

nn REATISASI

w20

%
CAPAIAN

M
REATISASI

2018

o/o

CAPAIAN
2018

REALISASI

2419

o/o

CAPAIAN
2019

REA

LI$ASI
(?020t

2018)

% CAPAIAN
(2020t2018)

REA
LISASI
(2020t

2019)

o/o

CAPAIAN

.2020nu9.

IPE
95,00

%
sg,t2% g4.tE% 99,28

it 94,110/0 gg,2[% r[[.0r% gg.8r% rIn.% gg.g!%

a
L fiz,U% 85,70%

r05,38

v,
85.il%

l[4,55

Ya
85,7[% l[5.52% til.il8% r[[.79% tD[% 95.88%

e

kbupaten/

Kota Layak

Anak

(Kab/Kota)

t0[ % s[% t4 127.27% 84.7804- lll.lt% 1[[%- 78.ltsA
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3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Iahel 3.7

Prbandingan IDE dan IPE t{asionaldsngan Sumatera Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat, Fruvinsi Sumatera Barat masuk dalam kuadran lV yaitu IPE tinggi

dan I[)E rendah. lni herarti pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi $umatera Earat sudah

herjalan dengan haik, di tandai dengan nilai IPG di atas cut off point(lPG Nasional ). namun kondisi tersebut

tidak diikuti oleh pemherdayaan gender yang tercermin dari nilai I[}E yang rendah.

Salah satu penyebab masih rendahnya l0E di Sumbar jika dihandingkan Nasional adalah, karena

masih rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik dimana keterwakilan perempuan di bidang politik

untuk Frovinsi Sumatera Barat periode 2019-2023 baru sebanyak 10.77% dari anggota legislatif.

lndeks Pembangunan Eendar (lPE) merupakan salah satu ukuran tingkat uapaian keherhasilan

pembangunan yang sudah mengakumodasi persoalan gender. Jadi IPE adalah ukuran pemhangunan manusia

berhasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup

sehat, pengetahuan dan standar hidup layak, lndeks Pemberdayaan 0ender atau yang disingkat I[)G adalah

indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan eknnomi dan pnlitik. Peran ahif

perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitilc eknnomi dan pengambilan

keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi lDE.

No Indikator 2015 zot6 2017 201A 2019

SUM.
BAR

NAS
SUM.
BAR

SUM.
BAR

NAS
SUM-
BAR

SUM.
BAR

NAS
SUM.
BAR

NAS

1 IPG 94,74 91,03 94,42 94,74 91,03 94,42 94,1.6 90.96 94,17 94,82

2 IDG 62,42 70,83 64,51 62,42 70,83 6+,51" 65.01 71,74 65.70 77,1,0

Kuadran ry IV IV IV IV ry
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Untuk melihat garnbaran IPE tahun 2010 s,d 2017 adalah sebagai berikut

Tahel 3.8

RsalisasilFG dan lllE

Sumatera Earat antara tahun ZlllF 2Bl8

Sumber data : BPS 2018

Tahel 3.S

HealisasilPE dan IIIG

l{asisnal antara tahun 2Bll- Ztll8

BPS 2018

0ari tabel 3.ll diatas dapat digambarkan bahwa lndikator lndek$ Pembangunan Bender (lPE)

tahun 20ll s.d 2[Il8 capaiannya selalu meningkat/ naik dari tahun sehelumnya, artinya implementasi

terhadap pembangunan gender di Sumatera flarat telah terwujud dan mencapai sasaran dari program

kesetaraan gender dalam pembangunan. Sedangkan menurut lndeks Pemberdayaan Eender (l[)G) mulai

tahun 20ll s.d 2013 terjadi peningkatan setiap tahunnya dan tetapi di tahun 2014 bahwa IDE Provinsi

Sumatera Barat menurun dihanding tahun sebelumrya sebesar 3,51% dan tahun 2fi5 naik kembali menjadi

E2.42,makahal inidipengaruhioleh keterwakilan perempuan dilembaga legislatif rendah hanya mencapai

7,38% di Provinsi Sumatera Barat dan tshun 2fl7 meningkat menjadi ll,EE% kemudian ditahun 201$ emhali

menurun menjadiE.lS%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Nasional 20ll s.d 2$E dapat disimpulkan bahwa capain IPE

Provinsi Sumatera Barat diatas rata-rata nasional, dan malahan pada tahun 2[ll5 capaiannya merupakan

urutan pertama di Nasional dengan nilai tertinggi 94,74. Selanjutnya IDG Provinsi Sumatera Earat dibanding

dengan Nasional tahun 201CI s.d 2018, maka l0E Pruvinsi Sumatera Barat herada di bawah capaian nasional,

artinya pemberdayaan gender di Sumatera Barat masih kurang dan belum optimal, salah satunya adalah

masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Jika dihandingkan dengan Jambi, dapat

dilhat dibawah ini:

No Indikator Kineria 2ALL 2AL2 20L3 2AL4 2A15 2016 20L7 2018

t Indeks Pembangunan
Gender 0PG)

92.82 92.98 93.02 94.04 94.74 94.42 94.16 94.17

2 Indeks Pemberdayaan
Gender [IDGI

64.6?, 65.22 65.4 61..86 62.42 54.51 65.01 65.70

z0tf z0tE
zal? zElE

No lnrlikrtor l(inerja 2Ufl 2Bl2 2il3 2EV4

s[.sE 50.82
lndeh Pembangunan Eender (lPE)

8S.52 gn.[7 s0.ts s[.34 st.n3 sfl.82

n
L lndeh Pemberdayaan Eender (l0E)

fis.t4 7[.8? 7[.46 70.88 7fl.83 7r.39 11.14 7r.rl
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Tabel 3.10 Pembandingan antara IFE dan IDE

Sumatera Barat Jamhi tahun zEll - Z0l8

0ari tabel 3,12 diatas dapat digambarkan bahwa lndikator Pemhangunan Eender (lPE) pada tahun

2010 s.d 2018 Provinsi Sumatera Barat melebihi capaian kinerja dari Provinsi Jamhi. sedangkan untuk l0E

tahun 2010 s.d 2012 berada diatas capaian iamhi dan di tahun 2013 s.d zUB l0E Prsvinsi Jambi lehih tinggi

dari Sumatera Barat capaiannya kinerja Provinsi Jambi. Hal ini diperhatikan bahwa pemberdayaan gender

Sumatera Barat masih berada di bawah Pruvinsi Jambi.

Untuk menilai pengaruh lndeks Pemberdayaan Eender terhadap suatu daerah dan hubungannya

dengan lPE, bisa dibandingkan dan di analisa dengan analisis quadran.l(larifikasi Provinsi-Provinsi di

lndonesia di bagi kedalam 4 kuadran dengan menggunakan nilai nasional sebagai cut off point l(e [mpat

kuadran itu adalah sebagai berikut:

l, Kuadran I : IPE tinggi dan I0G tinggi

7.. fuadran ll : IPE rendah dan I[)G tinggi

3. (uadran lll : IPE rendah dan IIJB rendah

4. Kuadran lV : IPE tinggi dan l0E rendah

Jika dilihat dari trend kinerja tahun Z{lCIB sampai dengan tahun 2Ul3 dapat dilihat beberapa

indikator-indikator yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, berikut perbandingandengan l0E dan IPG

secara Nasional.

4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan.

IPE IDIj
TAilUN

SUMATEIlA EAltAT JAl'4BI StJI,IAItIlA EAI1AT JAt'{BI

zff0

20lt

2gt2

z0t3

gr,g8

92,82

s2,98

93,02

83.[4

83,94

85.81

87,89

83.[4

64,82

85,22

65,40

57,9t

58,89

8t,52

EE,Ig

7014

2fi5

94,[4

94,74

87,88

88,tA

EI,8E

82,42

81.53

82,43

94,42

g4,tE

94.r7

88,29

88,r3

88 44

84,5r

85,ff

85.7[

83,14

85.32

87.78

2ff8

7017

2fi8

53



Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja beserta analisa Puncapaian Kinerja per sasaran

Strategis

Pada prinsipnya, perempuan di lndonesia khususnya Sumatera Barat, memilikihak yang

sama dengan laki-laki. Hal itu tertuang dalam [Jndang-Undang 0asar yang menjamin bahwa seluruh warga

Negara sama kedudukannya di muka hukum. 0isamping itu, lndonesia telah meratifikasi konvensi PBB untuk

penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kenyataannya telah dihuhikan bahwa perempuan telah

banyak mengalami kemajuan dalam ketenagakerjaan.

Untuk meningkatkan kualitas dan sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya

kesejahteraan dan peran aktif dari organisasi perempuan di Sumatera 8arat. lndikatsr yang mendukungnya

adalah persentase organisasi perempuan yang masih ahif atau masih eksis keberadaan dalam

pemherdayaan perempuan. 0ibawah ini merupakan capaian target kinerja sehagai berikut:

Tahel 3.11. Perhandingan Target dan lndikator Kineria Jumlah Kabupatenllhta yang mendapatkan

APE

t{o lndikatm Kinerja

Target
(abupaten/Kota

yang

mendapatkan

APE

Realisasi

Tahun

2028
Iapaian

kt

l.

Jumlah Kahupaten/Kota

yang mendapatkan APE IE tI frz.5% Iukup

Anugerah Parahita ekapraya (APPE) adalah penghargaan Pemerintah pusat terhadap Pemerintah daerah

yang berhasil dalam pembangunan Pemherdayaan perempuan dan Perlindungan anak yang dilakukan setiap

2 (Dua) tahun sekali, berdasarkan indikatsr yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemherdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nnmor I Tahun 2015 sebagai berikut:

l. Komitmen

2. 2. Kebijakan

3. Kelembagaan

4. Sumber daya

r!q

t,
dairfi

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi

dan Kabupaten/Kota
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5. Data dan Sistem lnformasi

E. }iletodeflool

7. Peranserta lt{asyarakat dan Jejaring

Penganugerahan penghargaan Parahita Ekapraya diselenggarakan setiap dua tahun sekali. 0i

Sumatera Bsrat sendiri pada tahun 2018 telah lll kanupaten/lfuta yang menuapai peringkat API ini. Flal ini

telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu l[ kabupaten/hta. Pada Tahun 202[

penilaian APE yang seharusnya diselenggarakan mengalami pemunduran jadwal disehabkan kondisi

pandemic yang melanda dunia. Sebagai akibatnya target yang telah ditetapkan yaitu sehanyak lE

kbupaten/Kota yang meraih penghargaan APE tidak dapat tercapai (82,5%)

0inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat bekerjasama

dengan BAPPE0A telah melakukan upaya untuk Peningkatan capaian APE di Sumatera Barat antara lain

dengan melakukan Pembinaan per Kahupaten/kota khususnya bagi Kabupaten/kota yang skurnya

rendah.Upaya lain yaitu dengan membuat media komunikasi yang memuat seluruh personal Kabupaten/kota

sebagai anggotanya agar seluruh lnfnrmasi terkait pelaksanaan PUE/PP|IB dapat diketahui oleh 19

kabupaten/kota.

Adapun hamhtan yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari para pemangku kebijakan

terutama Kepala daerah (Bupati/Walilkota) . Ierbatasnya sarana dan prasarana serta terhatasnya

anggaran.

Tahel 3.lZ Pertandingan Realisasitahun 2019-2[2[ dan Targgt 2l]21 lndikatnr

Fersentase Perempuan di tegislatif

0ibandingkan dengan capaian lahun ZUB, capaian indikatnr ini pada Tahun 2020 mengalami

penurunan disebahkan target yang telah ditetapkan sebanyak lE hbupaten/kuta, jauh lebih tinggi

dibandingkan target Tahun 2[}l9 sebanyak ltl l(abupaten/Kota.

lIr lndikator Kinerja
llealisasi % [apaian Target

2071

20rs 2fr20 2il9 2D2n

l.

Jumlah Kabupaten/Kota

mendapatkan API

yang

ll lI rB[% 82.5% Iltama
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Ns Indikator Knerja Iarget Realisasi Iapaian
Ket

t.
Perolehan Penghargaan

APE untuk Provinsi
Utama tffD% tfl[% Amat Baik

Tabel 3.13 Ferhandiungan Target dan flealisasi lndikatsr Perolehan Fenghargaan APE untuk Pruvinsi

Tabel 3.14. Perhandingan Realisasitahun 2ff9-21120 dan Target 2tl2l lndikatnr

Percentase Perempuan di Lugislatif

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya dilaksanakan setap 2 tahun sekali sshingga capaian pada

Tahun 20lB dan 2020 adalah sama. Anugerah Parahita Ekapraya 0PE) terdiri atas beberapa peringkat

diantaranya adalah pratama, madya, utama dan mentar.Ferolehan pengltargaan Wilg diharaplan untuk

tinglat provinsi Sunatera flarat adalah hategori lltana

Meningahnya Pemherdayaan perempuan dalam hal ini ditandai dengan besarnya jumlah

perempuan yang menduduki posisi di legislative, persentase perempuan dalam pengamhil kebijakan dan

persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Tabet 3.15. Perhandingan Antara Target Ban Realisasi Kinsrja lndikator

Persentase di

Jumlah perempuan yang menduduki posisi anggota dewan perwakilan rakyat di provinsi sumatera

barat relative menurun dibandingkan periode pemilu 2014-2tll9, pada perinde 2[ll4-2[Ilg persentasE

keterwakilan perempuan di parlemen Bewan Perwakilan Daerah Provinsi $umatera Barat mencapai E,l5%

dari tstal keseluruhan anggota dewan. Sementara pada periode 2il$-2[24 keterwakilan perempuan di

legislative uenderung menurun. llal ini mencerminkan kegagalan dalam target kinerja 0inas Pemberdayaan

No lndikatnr Kinerja
11ealisasi % [apaian Target

2fi2t

20lg ZBTI 20tg 202fr

l. Perslehan Penghargaan APE untuk Provinsi [ltama Utama t[ffi t[[% Utama

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

i

Realisasi
Tahun 2020

Capaian KetNo Indikator Kinerja
Target Tahun

2020

t.
Persentase Pertmpuan

di leoislatif
1296 tfr.71% 89.75% Amat Baik

56



Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendsrong Pemherdayaan pErempuan ., Namun Demikian pada

akhir Tahun 2020, dengan adanya Pemilihan Kepala 0aerah, terdnpat Peningkatan dalam Jumlah perempuan

di legislative disebabkan terjadi penggantian antar waktu pada 0ewan Perwakilan Rakyat Daerah Pruvinsi

Sumatera Barat.

Tahel 3.18. Pertandingan Realisasitahun 201$-2[20 dan Target Z02l lndihtor
Persentase Perempuan di legislatif

Upaya dalam meningkatkan ketenrakilan pBrEmpufln telah dilaksanakan selama periode Z0lE-Z0l$

dalam bentuk susialisasi dan Pembinaan terhadap kaukus perempuan politik lndonesia yang ada di Provinsi

Sumatera Earat.

Program di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

adalah Program Peningkatan kualitas hidup perempuan dengan kegiatan workshop dan pelatihan bagi kaukus

perBmpuan politk lndonesia se Sumatera Barat.

HamhaEn dalam pencapaian target persentase psrEmpuan di legislative di Sumatera Barat

dipengaruhi oleh fuhor hudaya dimana pola pikir masyarakat Sumatera Barat yang mengacu pada adat

basandi syaralc syarak basandi kitabullah mempengaruhi cara mereka dalam menetapkan hak pilihnya.

0alam mengukur capaian Pemberdayaan Eender di lndonesia digunakan sebuah indeks komposit

yaitu indeks Pemherdayaan Eender (l[}E) yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan

dalam parlemen, pErsmpuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan pEremputsn.

Jumlah perempuan sebagai tenaga profussional masih rendah, baik sebagai pejabat structural

eselon ll pada pemerintahmaupun pejabat pengambil keputusan pada lapangan pekerjaan lainnya seperti

peneliti, teknologi lnformasi dan arsitektur.

Persentase psrempuan dalam pengambil kehijakan di Pemerintah Prnvinsi Suamtera Barat

Jumlah perempuan pemangku eselsn ll

Jumlah [selon Il di Pemerintah Frovinsi Sumatera Barat

l,Io lndikator l(inerja
liealisasi % [apaian Target

7D2t

20tg zun 2[lg 2028

1

Persentase
Ieeislatif

Perempuan di
E.t5% |;8.77o/a 54.75% 8975% tno/lLm
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0alam hal ini pada kondisi 31 0esember 2120, data dari Badan Kepegawaian Daerah provinsi

Sumatera Barat menunjukkan jumlah Eselun ll di lingkungan Pemerintah Provinsi Suamtear Barat adalah

sebanyak 52 nrang dimana E diantaranya adalah perempuan. Dengan demikian target kinerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak hamper dapat tercapai.

Tabel 3.17. Pertandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja lndikatsr

Persentase

Dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020 sebesarlZ %, maka capaian kinerja sebesar 11,53%

merupakan pencapaian yang amat baik.

Program yang mendukung pencapaian target persentase perempuan pengambil kebijakan adalah program

Peningkatan Kualitas hidup perempuan dengan berbagai kegiatan workshop dan Pelatihan yang melibatkan

pErEmpuan sehagai sasaran kegiatan.

Tahel 3.18 Pertandingan Rralisasitahun 2019-282[ dan Target ZEZ| lndikatsr

Percentase Perempuan Fengamhil lkhijakan

0ibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2il9 maka persentase perempusn pengambil kebijakan pada

tahun 2020 mengalami penurunan, Jumlah Eselsn ll perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat pada tahun 2020 adalah sebanyak E orang dari total 52 orang [selnn ll. Lebih sedikit dinbandingkan

tahun 2fi8 yang sebanyak I orang dari 54 orang Eselun ll.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian target ini antara lain adalah masih lemahnya pengutahuan

dan Keterampilan perempuan pekerja serara umum, keuenderungan perempuan untuk memprioritaskan

Keluarga dibandingkan karir. serta paradigma terhadap keberadaan pErEmpuan sehagai pengambil

kebijakan.

Iabel 3,19. Ferhandingan Target dan Realisasi lndikatur Persertase sumhangan perempuan 0alam

pendapatan kerja

No Indikator Kinerja
Target Tahun

2020
Realisasi

Tahun 2020
Capaian Ket

L
Persentase Perempuan

Panqambil kbiiakan
l2% il,53% gE.[8% Amat Baik

l{s lndikator l(inerja
llealisasi % [apaian Iarget

7A2t

2ft9 1ilVfr 20tg 2fl2n

l. Persentase Perempuan Pengambil Kebijakan t4% il.53% IN,4PA gE.[8% l2%
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Ns lndikator Kinerja
Tarqel

afrafi
Reelisasi Eapaian

Ket

t.

Persentase sumbangan

pBrempuan 0alam pendapatan

kerja

31,87 37,5r gg,1B% Amat Eaik

Untuk mengukur keberhasilan Prngram Pemherdayaan Ferempuan salah satu indikatnrnya adalah

sumbangan perempuan Dalam pendapatan keria. Semakin tinggi sumbangan perempuan dalam pendapatan

kerja, maka sEmakin berhasil pemberdayaan perempuan. Pada tahle di atas dapat dilihat bahwa sumbangan

perempuan Dalam pendapatan kerja pada tahun 2[20 sebesar 37,51% lebih rendah daripada tarqet yang

telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan kundisi pereknnnmian lndonesia saat ini.

lJpaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan Pelatihan-pelatihan Keterampilan bagi

perempuan (epala (eluarga, perempuan Penyandang cacat serta pErempuan pelaku industri Rumahan agar

dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi Keluarga melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan maupun Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasitahun ZtllB-2020 danTarget 2[2] lndikator

Persentase Sumhangan Pertmpuan dalam Pendapatan krja

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2018. persentase sumhangan perempuan dalam pendapatan kerja

cenderung mengalami Peningkatan dari 37.48% pada lahun Ztll$ menjadi 37.51% di Tahun 2020. Hal ini

dapat disebabkan oleh kebutuhan Rumah tangga yang semakin mendesak sehingga banyak perempuan yang

akhirnya ikut turun untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

llamhatan dalam pencapaian target sumbangan pendapatan ini adalah faktnr budaya dimana

banyak dari perempuafl bekerja yang herhenti hekeria setelah memiliki Keluarga.

l'{o lndikator ffinerja
[tealisasi % lapaian Target

2l2t

zutg 2028 2[lg 2D7E

t.
Persentase sumbangan perampuan 0alam

oendapatan keria
31.48% 37.5r% sg.l7% s3.tB% 37 85%

tu,* *et4r#!!b&
& t&e*-rM4/*6

be&te4lt
"b@wd4d&

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Perlindungan PEpempuan
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Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran norma

sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk

kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga

maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat

dibutuhkan karena kekerasan tnrhadap pErempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang

dilaporkan. Kekerasan terhadap psrempuan terjadi sebagai dampak ketimpangan dalam hubungan

kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat pada timbulnya dominasi dan diskriminasi

terhadap persmpuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

lJntuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga Negara, maka pada tanggal 22 Septemher

2004 telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 20[4 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Iangga. Melalui lJndang-lJndang ini Pemerintah telah herupaya flgar perBmpuan memperoleh perlindungan

terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari Negara dalam memherikan

perlindungan kepada masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur

perlindungan dan hak-hak korhan, saksi dan pendamping korban.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan. penanganan, pemherdayaan perempuan

atas knrban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga knurdinasi layanan korban kekerasan

terhadap perempuan, telah dilakukan upaya dan tindak lanjut atas perlindungan perempuan dianggarkan

untuk melaksanakan sasaran strategis ini. lndikatnrnya adalah:

19 orang 321 x 100.000

1.704.977

Keterangan :

Jumlah Perempuan Ksrban l(ekerasan lahun 2020
(Sumber Polda Sumbar)

Jumlah Penduduk Perempuan lJsia l8 Tahun keatas di Pruvinsi

= 321 srang

= l.7M.Bl7

Berdasarkan penghitungan indikator sasaran di atas, maka didapatkan rasis perempuan korban

kekerasan per l0[.ffi0 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota adalah

sehanyak l9 orang .

Rasio perempuan korban kekerasan
per 100.000 penduduk perempuan

usia 18 tahun ke atas

Jumlah Perempuan Korban
Kekerasan x 100.000

fumlah Penduduk Perempuan Usia
18 Tahun keatas di Provinsi
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No Indikator Kinerja
Target Tahun

2020
Realisasi

Tahun 2020
Capaian Skor

Amat BaikL

Rasio perempuan korhan

kekerasan per 100,tI00

penduduk usia l8 tahun

keatas

45 tg 157.77%

Tahel 3.21. Pertandingan Antara Target 0an Realisasi lftneria lndikatsr

Rasin Korhan (ekerasan mn.m0 usia 18 tahun ke atas

0ibandingkan dengan target tahun 2[20 maka capaian kinerja tahun 202[ ini sebesar lr17.77%

atau amat baik. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan Kekerasan terhadap pErempuan yang teiadi

tidak terungkap ataupun tidak dilaporkan sehingga tidak terhitung dalam pencatatan data baik di kepolisian

maupun Lemhaga pengaduan lainnya.

TahelS.TZ.Perhandingan Realisasitahun 2019-2ll2tl dan Target 2tl2l lndikator Rasio perempuan

Korhan Kekerasan per lllE.0ffi penduduk usia 18 tahun ke atas

Data terkait dengan kekerasan perempuan yang terdiri dari kekerasan terhadap persmpuan,

perempuan sebagai korban tahun 2[2[. Berdasarkan data kekerasan terhadap perempufln. bahwa pada

tahun 2[2[ terjadi penurunan dihandingkan tahun 2tll8. 0apat dikatakan bahwa pelaksanaan pencegahan.

pEnangsnan, pemberdayaan perempuffi atas kurban kekerasan serta meningkatkan efehifitas lemhaga

kourdinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan. dan upaya tindak lanjut atas perlindungan

perempuan yang dianggarkan anggaran untuk melaksanakan sasaran strategis ini telah berjalan efehif.

Selanjutan juga telah melakukan Sertifikasi lS[ untuk Pusat Pulayanan Terpadu Perempuan dan Anak

Provinsi Sumatera Barat, sebagai langkah pelayanan penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di

Sumatera Barat.

Upaya dalam Pencegahan kkerasan terhadap perempuan telah dilakukan melalui prsgram

Peningkatan kualtias hidup perempuan dan program Peningkatan Perlindungan pBrsmpuar, baik berupa

kegiatan Peningkatan Keterampilan maupun dengan mengedukasi stake holder terkait.

Hambatan dalam upaya Pencegahan fukerasan terhadap perempuan adalah rendahnya Pendidikan

dan pemahaman pprempuan mengenai hahhaknya serta paradigma masyarakat mengenai (ekerasan

l,{o lndikator l(inerja

[lealisasi % [apaian
Target

ZWt

2il8 2D2A 2UB 2020

t.
Kabupaten/Kota Layak Anak
(KLA)

IE
IU rE[,8 157.77% 44

67
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terhadap perempusn yang dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing sehingga apabila terjadi

Kekerasan, banyak dari masyarakat yang Enggan memherikan pertolongan.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Femenuhan Hak Anak

Untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta kesejahteraan anak supaya

terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak dari berbagai

bentuk kekerasan dan eksplnitasi. 0leh sebab itu dalam rangka pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam

kondisi khusus dan perlindungan anak telah dilakukan beberapa upaya dalam pelaksanaan program dan

kegiatan. Langkah-langkah dilakukan untuk pencapaian kinerja pr0gram dan kegiatan telah dilakukan

penyusunan, pengkoordinasian, dan harmonisasi herhagai kebilakan pelaksanaan pemenuhan hak anak,

termasuk kehijakan perlindungan anak dari herbagai tindak kekerasan sebagai acuan hagi Pemerintah

provinsilKahupaten/Kota dan [rganisasi. Selanjutnya pendampingan teknis dalam penyusunan program.

kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Pemerintah Pruvinsi dan

Kabupaten/Kota.

Kota Layak Anak adalah suatu kota yang mengintegrasikan mulai dari perencanaan.

penggaflggaran, pelaksanaan dengan melibatkan berhagai unsur baik pemerintah/swasta, media masa

termasuk anak itu sendiri dan lain-lain dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Tabel 3.23. Ferhandingan Antara Target Ban Realisasi ffineria lndikatsr

Kahupaten/hta layak Anak {KLA)

Kota yang telah menerima penghargaan menuju Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Earat tahun

2019 sebagai berikut:

l. Kota Padang

No Indikator Kinerja
Target Tahun

2420
Realisasi Tahun 2020 Capaian Skor

1
Kabupaten/Kota Layak
Anak [KLA)

14 kab/Kota 14 kab/Kota 7A0o/o
Arnat
Baik
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7. Kota Fariaman

3. Knta Bukittinggi

4. Kota Payakumbuh

5. Kota Sawahlunts

E. (ota Padang Panjang

7. l(uta Solsk

8. Kabupaten Tanah 0atar

g. Kabupaten lima Puluh Ksta

|CI. Kabupaten Solok

ll. Kabupaten Agam

lr7.. Kabupaten Fadang Pariaman

13. fubupaten Pasaman Barat

lr4. KahupatenDharmasraya

0ibandingkan dengan target kinerja Tahun 2[20 maka pencapaian Jumlah Ksta layak Anak adalah

lll0% dengan jumlah Kabupatenlksta yang memperoleh penghargaan kota Layak Anak sebanyak 14

kabupaten/Kota dari l9 kabupaten/Kota di Sumatera 8arat. Untuk tahun 202[ tidak dilaksanakan Penilaian

kota Layak Anak disebabkan kundisi darurat yang terjadi 0i lndsnesia maupun dunia, sehingga Jumlah

kab/Kota layak anak masih menggunakan Penilaian tahun 2[119. 0alam upaya pencapaiannya telah dilakukan

pemhinaan, workshop dan Advokasi serta kerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah maupun

swasta.

Tahel 3.24. Prbandingan Rsalisasi tahun 2ll,g-Zg1l dan Tanget 2021 lndilkrtor Xabupamn/lhta layak Annk

0ibandingkan dengan pencapaian kineria tahun 2018, rnakan pencapaian tahun 202t1 mengalami

kemunduran disebabkan tidak terlaksananya Penilaian kta layak Anak di Tahun 202[,

llpaya untuk pencapaian lndikator Kabupaten/Kota layak Anak didukung dengan prngram Pemenuhan

hak Anak dan Program Peningkatan Sistem Data Eender dan Anak melalui kegiatan Pengembangan Kota

No lndikator (inerja

llealisasi % [apaian Iarget

2021

2u$ 2024 2U9 2n2fr

t.
KabupatenlKota Layak Anak
IKLA]

ltt t4 121.21% l0[% t5
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layak Anak, Rapat-rapat Koordinasi maupun Wnrkshop dan Pelatihan serts Kuordinasi dengan pihak-pihak

terkait,

Hamhnn dalam pencapaian Kota layak Anak diantaranya adalah disehabkan kurangnya dukungan dari para

pemangku kehijakan terutama l(epala 0aerah.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Perlindungan Anak

lndikator sasaran yang berikutnya sdalah : Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per

100.00[ anak usia 0{8 di tingkat Daerah Pruvinsi dengan rumus sebagai berikut :

Rasio Anak yang memerlukan

perlindungan khusus per

l[0.000 anak usia 0-18 di

tingkat [)aerah Provinsi

Jumlah anak yang memerlukan

serlindunqan khusus x t[0.000

Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Iahun

di Provinsi

351 orang 8439 x r[[.[0[

2.[88.558

kterangan :

A. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus pada akhir tahun 2019 sebagai berikut

l. Anak yang berhadapan dengan hukum = 323

(Anak sehagai pelaku * anak sehagai kurban)

2. Anak Knrban Kekerasan fisik dan / atau psikis = 283

3. Anak Penyandang 0isabilitas = E$82

Jumlah = 7,329

B, Jumlah Penduduk Anak Usia [-18 Tahun 2Ul5 di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 2.[88.558

jiwa

Tabel 3.25 Ferhandingan antara Target dan Realisasi lndikator

Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus pen lillJl00 anak usia 0-18

di 0aerah Prnvinsi

No Indikator Kinerja
Target

Tahun 2020
Realisasi Capaian Skor

1

Rasio Anak yang

memerlukan perlindungan

khusus per 100.000 anak

38+ 351 108.59%
Amat
Baik
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usia 0-lB

Berdasarkan penghitungan indikator Basaran di atas. maka didapatkan rasio anak yang

memerlukan perlindungan khusus korhan kekerasan per 10[.[00 penduduk psrempuan usia 18 tahun ke atas

di tingkat daerah Kab/Kota adalah sehanyak 351 orang, lehih sedikit dibandingkan target tahun 202[l

sebesar 384 orang, sehingga didapat capaian kinerja 108,5[l %. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan

pencegahan, pensnganan terhadap perlindungan khusus enak baik atas korban kekerasan serta

meningkatkan efektifitas lembaga ksordinasi layanan perlindungan khusus anak, dan upaya tindak lanjut atas

perlindungan khusus anak dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis ini telah herjalan efektif.

Meskipun hasil pengukuran target kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan, masih

terdapat kemungkinan adanya kasus-kasus yang tidak terlapurkan dan tidak diketahui sehingga tidak

tercatat. Pesatnya perkembangan teknologi dan kurangnya sontrol dari orang tua dapat menjadi hamhatan

yang sangat berpengaruh besar terhadap Peningkatan angka rasiu anak yang memerlukan Perlindungan

khusus. Hal ini merupakan tantangan dalam upaya Perlindungan khusus bagi anak.

Tahel 3.2E, Fwtandingan Realisasi tahun 2015-?[2[ dan Target 2021 Indikatur Rasio Anak yang memerlukan

Perlindungan Kftusus per ltl0.0m penduduk (usia 0-18 tahun)

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, rasin anak ynng memerlukan

Perlindungan khusus per 100.0[0 anak usia 0JB tahun di tingkat Provinsi Sumatera Barat mengalami

pBnurunan, yang artinya dari 100.000 anak usia 0{B yang ada di Sumatera Barat hanya sehanyak 351 orang

yang memerlukan Perlindungan khusus di tahun 2020. Sementara pada tahun 20lB terdapat 427 anak yang

memerlukan Perlindungan Khusus dari 100.0m anak usia [-18 tahun,

Secara Nasisnal, beluma ditemui Publikasi mengenai pengukuran Rasis anak yang memerlukan

Perlindungan khusus per 100.00[l anak usia [-18 tahun.

Adapun program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja lahun 2[20 ini adalah

Program Perlindungan (husus Anak yang terdiri atas beherapa kegiatan seperti Workshop dan Pelatihan

f'lo lndikator l(inerja

llealisasi % [apaian
Iarget 2021

2il9 2t2t 2ffB 7020

l.

Rasis Anak yang memerlukan

perlindungan khusus per l00.tlB0

anak usia 0-18

427 3f,r Bg.3[% t[8.59% 382
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terhadap pendamping anak baik yang herkehutuhan khusus maupun yang berhadapan dengan hokum.

Disamping itu juga terdapat IJPT[} PPA yang berkuordinasi lintas Sehor maupun lintas Kabupaten/ksta dan

provinsi untuk menangani kasus-kasus menyangkut anak yang memerlukan Perlindungan khusus. Frogram

Feningkatan sistem data gender dan anak juga turut menjadi pendukung dalam penekanan angka rasio anak

yang memerlukan Perlindungan khusus per l0[,[[0 anak usia [I-18 tahun ini,

r n

ii\JIft Sasaran Strategis E

Meningkatnya Tata Kelola [rganisasi

Bagus atau tidaknya tata kelsla sebuah organisasi dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja yang

ditunjukkannya. l{elalui lnstruksi Presiden Nomur 7 Tahun l$BB tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah ditetapkanlah standar-standar akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah yang salah satunya

adalah dengan melakukan penilaian akuntabilitas kinerja yang pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh

lnspehnrat Provinsi. Adapun bnbot penilaian mencakup kesesuaian dengan Rencana Strategis jangla

menengah, ketapatan waktu dalam penyampaian laporan. keteraturan dalam melakukan monitoring, adanya

reward dan punishment serta adanya inovasi dalam pengelolaan organisasi.

Pada penilaian tata kelola organisasi [Jinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada

Tahun 2020 mencapai skor 88. kurang beherapa poin dari target yang telah ditetapkan sebagaimana

ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Perhandingan antara Target dan Realisasi lndikrtsr
l,lilai Evaluasi Akuntahilitas

Kendatipun demikian, Nilai ehvaluasi kinerja lahun 2020 sudah mengalami Peningkatan

dibandingkan dengan Nilai evaluasi kinerja pada lahun 201$. Hal ini dimungkinkan dengan adanya upaya-

upaya perbaikan dari kondisi sebelumnya. Adapun perbandingan capaian indikatur kinerja Tahun 202[ dapat

dilihat pada tabel berikut:

No Indikator Kinerja
Target

Tahun 2020
Realisasi Capaian Skor

1
Nilai Evaluasi Akuntahilitas

Kinerja
B (70) B [68) 97.74o/oo/o

Amat
Baik

66



Realisasi % fiapaian

?WB 2Ug 1BZB

Target 2[21
No lndikator l(inerja

2fi9

EBI }'|ilai Evaluasi Akuntabilitas l(inerja B B (88) r[0% 9V.14'A

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2il21 lndikator l{ilai Evaluasi Akuntahilitas

B. RalbsiAnggaran

Berdasarkan [)PA 0PPPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 memperuleh alukasi anggflran

APB0 setelah perubahan sshssar Rp. 7.8E2.004,588,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.

5.007.788.802.- dan Belanja Langsung 2.954.215.788-. Realisasi anggsran sebesar Rp. 7,588.805.848,-

dengan rincian realisasi anggaran belanja tidak langsung adalah Rp.4.744.884.523,- {94.74%) sedangkan

Belanja Langsung dengan realisasi Rp.2,824.241.125,- (fl5,80%) Untuk lebih jelasnya realisasi keuangan per

kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel3.30
Program dan Kegiatan APBN 2020

77

No.
Urut

PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN DANA REALISASI RUPIAH MURNT

Rp. Murni
(Setelah

Perubahan)
Jumlah

Fisik Keuangan
Sisa Dana

( o//0 ) Rp. ("/"\

1 2 3 4 ) 6 8

Peningkatan Pengarurutam aan
Gender dan Perlindungan Perempuan
di Daerah

612.000.000 6r2.000.000 100,00 607.847.387 99,32 4.1s2.613

I
Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Daerah Prorrinsi
Dalam Palembagaan PP PA

612.000.000 612.000.000 100,00 6A7.841.387 99,32 4"152.613

A.

Bimbingan Teknis Aplikasi
Sistem Informasi Online
Perlindungan Perempuan dan
Anak (SIMFONI) PPA

83.320.000 83.320.000 100,00 79.441.N0 95,34 3.879.000

B.

Fasilitasi Perlindungan
Perempuan dan Anak melalui
Gerakan Bersama Jaga Keluarga
Kita (Beriarak)

467.s50.000 467.s50.000 100,00 467.550.000 100,00 0

C.
Layanan Umum Pelaksanaan
Teknis Dekonsentrasi

61.130.000 61.130.000 100,00 60.856.387 99,55 273.6t3

JUMLAH 612.000.000 612.000.000 100,00 607.847.387 99,32 4.152.613
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IU PEI{UTUP

I AKIP 0inas Pemberdayaan Fnrempuan dan Perlindungsn Anak Tahun 2ll2[ merupakan

I cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasflran pada tahun yang bersangkutan

I herdasarkan Renstra dan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. LAI(IP ini

- 
merupakan laporan tarintegrasi dan terkonsulidasi dari capain kinarja yang

bersumber dari Eekretariat dan Bidang-Bidang yang herada di lingkungan 0inas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan yang direncanskan pada tahun 2020 pada umumnya telah dapat

dilaksanakan. Program ker.ia DPPFA disusun dalam rangka mundukung terwujudnya pemerintahan yang

responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama danpartisipasi semua

komponen terkait.

Laporan Akuntahilitas ffinerja Instansi Femerintah ([A|(IF) 0inas Femberdayaan Perempuan dan

Perlindungari Anak Frrvinsi Xumatera Barat Tahun 2{120 dihuat sebagai bahan dalam Peryusunan Laporan

Akuntahilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAI(IP) Frsvinsi Sumatera Earat Tahun 202[. Lapnran ini dalam

rangka memenuhi maksud lnstruksi Fresiden Nrrnsr 7 Tahun l9I5 tentang Akuntabilitas (iner.ia lnstansi

Pemerintah dan Feraturan Euhernur Sumatera Earat ilnmor $5 Tahun 2012 tentang Pedrman Sistem

Akuntabilitas l(inerja lnstansi Pemerintah di Lingtungan Pemerintah Prrvinsi Sumatera 8arat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini diharapkan dapat diman{aatkan sebagai bahan

evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnflan dokumen psrenlanaan dan pelaksanaan program dan

ksgiatan serta berbagai kehijakan diperlukan untuk masa yang akan datang.

Fadang, 28 Januari 2021.

0inas Pemhrdapan Perenpuan dan

Parlindungan Anak Provinsi Eumatera Earat

*eoala, 1/,

,_K*
Pembina Utama Muda

iltp. tgfiff0$rg t8880? r 0s$
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

I}IiI|AS PEIIIBERI}AYAAI.I PEREilIPUA].I DA}I PERLII.IDUNGAN ANAK
Jalan Rasuna Said No. 74Te\p.0751 7053781 Fax.0751 7O5378L Padang 251L4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ZO?O

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BESRI RAHMAD, MM

|abaan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRWAN PRAYITNO

]abatan : GubernurSumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran

perjaniian ini, dalam rangka mencapai target Hnerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kineria dari pe$aniian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

2020

PIHANI{EDUA,

MM
98602 1 006

w



OPD

TAHUN

PERJANJIAN KINERJA

I DINAS PEMBERDAYAAN PERMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT
2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

f 1'l (21 t3l t4l
1 Meningkatnya Kualitas

Pelaksanaan PUG di Provinsi dan
Kab/Kota

a" |umlah Kab/Kota
Penghargaan APE

yang mendapatkan

b. PerolehanPenghargaanAPEuntukProvinsi

15
Kab/Kota

Utama
2 Meningkatnya Pemberdayaan

Perempuan
a. PersentasePerempuandiLegislaUf
b. Persentase perempuan dalam pengambil

kebijakan
c. Persentase sumbangan Perempuan dalam

Pendapatan Kerja

L2o/o

12o/o

37,820to

3 Meningkatnya Perlindungan
Perempuan

Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000
penduduk (usia 18 tahun ke atas)

45 orang

4 Meningkahya Pemenuhan Hak
Anak

f umlah Kabupaten/Kota Layak Anak 14
kab/kota

5 Meningkatnya Perlindungan Anak Rasio Anak Yang Memerlukan Perlindungan
Khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi

384

6 Meningkatnya
organisasi

tata kelola Nilai evaluasi akuntabilitas kinerJa B [7oi

No Program Anssaran fRr) Keterangan
1. Program Peninskatan Kualitas Hidup Perempuan 436.115.078 APBI)

2, Program Peningkatan Kualitas Keluarga n.467.250 APBD

3. Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak 35.839.500 APBD

4. Program Peningkaan Perlindungan PeremDuan 257.596.393 APBD
( Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 120.060.145 APBD

6. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak 397.985.358 APBD

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran LAL7.519.062 APBD

8. Program Peningkaun Sarana dan Prasarana Aparatur 340.603.500 APED

9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.500,000 APBD

10. Program Peninekaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.000.000 APBD

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineria
dan Keuangan

273.929.500 APBD

12 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PeremDuan 612.000.000 APBN

fumlah 3,566.215.78,6

Gubernur Sumatera Barat

Padang November2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

Atqf
t Drs" MM

Pembina Utama Muda
NrP.1660919 198602 L 006


